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&

\‘qu nu\ %
£re)

FEAARY

BUPATI PURWOREJO

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 59 TAHUN 2014

TENTANG

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2015 dapat berjalan lancar, berdaya guna
dan Dberhasil guna, perlu disusun Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; '

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ' 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
ANGGARAN 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purworejo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD, adalah DPPKAD selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Kabupaten Purworejo yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris
Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah Kepala DPPKAD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD,
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa
BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPKD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK, adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah staf yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
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Bendahara Penerimaan SKPKD adalah staf yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang bersumber dari
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (hasil penjualan aset
daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, tuntutan
ganti rugi, sumbangan pihak ketiga, penerimaaan lain-lain,
pendapatan BLUD-RSUD, pendapatan BLUD-P2KSM), Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil
Bukan Pajak, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan
Penerimaan Pembiayaan.

Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah staf yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga,
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran
Pembiayaan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 dengan
tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu adalah staf yang ditunjuk untuk
membantu pelaksanaan tugas kebendaharaan dari Bendahara
Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan
anggaran pada SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana
Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidangtertentu
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi SKPD.
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Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.
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Utang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar Pemerintah
Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD, yang
selanjutnya disingkat DPPA-PPKD, adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh DPPKAD
selaku BUD.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang selanjutnya
disingkat DPAL, adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun
berikutnya.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  kegiatan/Bendahara
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU,
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
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SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-
TU, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.

SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang
Persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu Uang
Persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat
SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D,
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Kerugian Daerah adalah perbuatan melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana mestinya yang mengakibatkan kerugian bagi Daerah
yang berupa uang atau surat berharga lainnya dan Barang Milik
Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD,
adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.



-

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat
PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat
RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan
anggaran BLUD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya
disingkat DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang
dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak beserta
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dimiliki, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan
dan tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah
unit organisasi pemerintah yang melekat pada Unit Kerja yang
sudah ada dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
pada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPKom,
adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengadaan brang/jasa.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SPP-GU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengesahan
pertanggungjawaban ganti uang persediaan yang terakhir.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil,
yang selanjutnya disingkat SPP-TU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengesahan
pertanggungjawaban tambahan uang persediaan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan oleh Pengguna Anggaran untuk pengesahan
pertanggungjawaban ganti uang persediaan yang terakhir oleh
fungsi perbendaharaan pada SKPKD dan selanjutnya diterbitkan
SP2D-GU Nihil oleh Kuasa BUD.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk pengesahan pertanggungjawaban tambahan uang
persediaan oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD dan
selanjutnya diterbitkan SP2D-TU Nihil oleh Kuasa BUD.

Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SP2D-GU Nihil, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Kuasa BUD sebagai pengesahan
pertanggungjawaban ganti uang persediaan yang terakhir oleh
fungsi perbendaharaan pada SKPKD .



91. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nihil,
yang selanjutnya disingkat SP2D-TU Nihil, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Kuasa BUD sebagai pengesahan
pertanggungjawaban tambahan uang persediaan oleh fungsi
perbendaharaan pada SKPKD.

92. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh pemerintah.

93. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat
FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk
keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau
pelayanan kesehatan lainnya.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,
pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan
pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah,
pengelolaan keuangan BLUD, pengaturan pengelolaan Barang Milik
Daerah dan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

(2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

c. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang;

d. menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Pengeluaran;
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(1)
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e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
utang dan piutang daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
Barang Milik Daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. Kepala DPPKAD selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang.

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip
pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan
yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Daerah, termasuk pengelolaan keuangan
daerah.

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

koordinasi di bidang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang
daerah;

c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat
pengawas keuangan daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah mempunyai tugas :

memimpin TAPD;

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
dan

poop
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e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) kepada Bupati.

Pasal 5

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menunjuk beberapa pejabat
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaiWakil
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penunjukan Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan oleh
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 6

Kepala DPPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) huruf d berwenang :

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama Pemerintah Daerah;

melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan Barang Milik Daerah.

k. menunjuk pejabat di lingkungan DPPKAD sebagai Kuasa BUD.

aoop

Bomeo
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PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Apabila PPKD berhalangan sementara dalam waktu sekurang-
kurangnya selama 7 (tujuh) hari, antara lain karena sedang
melakukan kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri,
mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah
haji, menjalani rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain
yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat
yang berwenang dapat mengusulkan pejabat di lingkungan
DPPKAD sebagai Pelaksana Harian (Plh) sesuai dengan aturan
kepegawaian yang berlaku.

Pejabat yang diusulkan sebagai Pelaksana Harian (Plh)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menandatangani
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan masalah keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak menghilangkan kewajiban untuk berkonsultasi
terlebih dahulu kepada PPKD apabila menyangkut hal-hal strategis
dan selanjutnya melaporkan tugas penandatanganan kepada
PPKD.

Pasal 7

Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf k selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk
ditetapkan.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

menyiapkan anggaran kas;

menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

menyimpan uang daerah;

. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/

menatausahakan investasi daerah;

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna
Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;

j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah
Daerah;

k. melakukan pengelolaan utang; dan

1. melakukan penagihan piutang daerah.

opoop
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R

Dalam melaksanakan tugas, Kuasa BUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BUD.

12



PPKD

Pasal 8

dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan

DPPKAD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

aoop

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas

nama Pemerintah Daerah;

o

melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 9

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf ¢ mempunyai
tugas :

a.
b.
c:

d.
e

2

-

BrR o

=}

°

q.

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

. melakuan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan,
pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa pada SKPD
yang dipimpinannya;

. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran pada

SKPD yang dipimpinnya;

menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset
lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan;
menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
menandatangani SPM;

. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;

. mengelola Barang Milik Daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran pada SKPD yang
dipimpinnya;

melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanaksan
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

13
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Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 10

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat melimpahkan
sebagian  kewenangannya kepada Kepala Bidang/Kepala
Bagian/Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan
obyektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD selaku
Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang  disertai  dengan
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang
dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
dan
g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

o

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang.

Pasal 11

Apabila  Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
berhalangan sementara dalam waktu sekurang-kurangnya selama
7 (tujuh) hari, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke
luar daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan
pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, menjalani rawat inap
di rumah sakit, cuti, atau alasan lain yang sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,maka Pejabat yang berwenang dapat
menunjuk pejabat di lingkungan SKPD tersebut sebagai Pelaksana
Harian (Plh) sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.
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Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menandatangani dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan masalah keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban untuk berkonsultasi
terlebih dahulu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran apabila menyangkut hal-hal strategis dan selanjutnya
melaporkan  tugas  penandatanganan kepada  Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Angggaran.

Bagian Keenam
PPTK SKPD

Pasal 12

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program
dan kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD selaku PPTK.

Penunjukan pejabat sebagai PPTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan pada pertimbangan
kompetensi jabatan, kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi,
kecuali pejabat tersebut menjadi Kuasa Pengguna Anggaran/PPK-
SKPD/PPK-SKPKD, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi,
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. membantu PPKom dalam menyiapkan dokumen pengadaan
barang/jasa; dan

d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen administrasi
kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang.

PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), PPTK dapat dibantu oleh Pembantu PPTK yang ditunjuk
oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
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Penunjukan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
didasarkan pada pertimbangan anggaran kegiatan, beban kerja,
lokasi, dan/atau rentang kendali maupun pertimbangan obyektif
lainnya.

Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai
tugas untuk membantu PPTK dalam melaksanakan kegiatan teknis
dan administrasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan pelaporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas, Pembantu PPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada PPTK.

(10) Apabila PPTK berhalangan sementara dalam waktu sekurang-

kurangnya selama 7 (tujuh) hari antara lain karena sedang
melakukan kunjungan ke luar daerah atau keluar negeri,
mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah
haji, menjalankan rawat inap dirumah sakit, cuti, atau alasan lain
yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat
yang berwenang menunjuk pejabat lain dilingkungan SKPD sebagai
Pengganti PPTK.

(11) Penunjukan Pengganti PPTK sebagaimana dimaksud ayat (10)

(1)

2

@)

dapat bersifat sementara atau tetap sesuai dengan pertimbangan
pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
PPK-SKPD

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan/atau jasa
yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji

dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;

. menyiapkan SPM;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

melaksanakan akuntansi SKPD; dan

menyiapkan laporan keuangan SKPD.

R0 Q0

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
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Bagian Kedelapan
PPK-SKPKD

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPKD, Kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai PPK-SKPKD.

PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Tidak Langsung non
Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan yang disampaikan oleh
Bendahara PengeluaranSKPKD;

b. meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Tidak Langsung non

Pegawaidan Pengeluaran Pembiayaan yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh

Bendahara PengeluaranSKPKD;

melakukan verifikasi SPP;

. menyiapkan SPM;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran;

melaksanakan akuntansi SKPKD; dan

menyiapkan laporan keuangan SKPKD.

®=oao0

PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan
dan/atau Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD
dan SKPKD.

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada
SKPD dan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah staf
pada SKPD dan SKPKD yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan.

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung
maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan,
serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada
suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada PPKD selaku
BUD.

17



(1)

(2)

3)

(1)

)

(3)

(4)

)

6)

(7)

Pasal 16

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka Pengguna Anggaran
mengajukan  usulan  penetapan  penunjukan  Bendahara
Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu kepada Bupati.

Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna
Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bendahara Penerimaan Pembantu
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran.

BAB IV
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 17

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan
dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening
Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lamal (satu) hari
kerja.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika
untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia dalam APBD.

Pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika
dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam
Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.
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(&)

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak

mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(11) Dalam penatausahaan administrasi APBD menggunakan aplikasi

(1)

(2)

@)

(1)

()

3)

Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah (SIMDA).

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 18

PPKD dalam jangka waktu paling lama3 (tiga) hari kerja setelah
Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan
kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.

Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
rincian sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran
yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana
penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang
diperkirakan.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lama6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

TAPD bersama-sama dengan Kepala SKPD melakukan verifikasi
terhadap rancangan DPA-SKPD yang telah diserahkan kepada
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling lama
15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan
Sekretaris Daerah.

DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Kepala SKPD, Inspektur Kabupaten
Purworejo, Bappeda Kabupaten Purworejo, Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan Badan Pemeriksa
Keuangan.
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DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 20

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun
rancangan anggaran kas SKPD.

Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan
penyampaian rancangan DPA-SKPD.

Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan rancangan DPA-SKPD.

Pasal 21

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Kabupaten
Purworejo guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk
mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah
disahkan.

Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pergeseran anggaran kas hanya dapat diajukan oleh SKPD
maksimal 2 (dua) kali sebelum perubahan APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 22
Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening Kas
Umum Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.

Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah.

Pasal 23

SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
dan/atau kegiatannya berdampak pada pendapatan daerah, wajib
mengintensifkan pemungutan dan penerimaan yang menjadi
wewenang dan tanggungjawabnya.

SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
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Pasal 24

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi
dan/atau pengadaan barang/jasa, termasuk pendapatan bunga, jasa
giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran
pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas
kegiatan lainnya, merupakan pendapatan daerah.

Pasal 25

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan
membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-
tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembalian atas kelebihan
pendapatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat
sebagai pendapatan daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 27

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti setiap pengeluaran belanja atas beban APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat
yang berwenang.

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2)
bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 28
(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib.
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(4)
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Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan
dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak
ketiga.

Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 29

Guna kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan
yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

(1)
)

@)

(4)

)

(6)

(1)

)

Pasal 30
Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.

Pegawai Negeri Sipil pindahan dari luar daerah, tertanggal 1
Januari sampai dengan 31 Maret tahun berkenaan, pembayaran
gaji diberikan pada bulan Mei tahun berkenaan sesuai surat
melaksanakan tugas.

Pegawai Negeri Sipil pindahan dari luar daerah, tertanggal 1 April
sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan pembayaran gaji
diberikan pada tahun berikutnya.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan
yang obyektif dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
pada pembahasan KUA.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut
oleh Bupati.

Pasal 31

Daerah dapat memberikan hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan
bantuan keuangan kepada kelompok sasaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
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Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada individu/keluarga/masyarakat yang menyandang masalah
sosial serta lembaga non pemerintahan yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Pemerintah Desadi Kabupaten Purworejo sesuai proporsi
pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo yang bersifat
umum dalam bentuk Alokasi Dana Desa dan yang bersifat khusus
sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerima Hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Penerima hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan
bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa
yang  diterimanya dan  wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan
sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 32

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang
dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat,
penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu)
bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan
oleh  SKPD/Unit Kerja/lembaga yang  terkait setelah
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari
adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan
yang telah didanai dari SKPD/Unit Kerja lain, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pimpinan SKPD/Unit Kerja penerima dana tanggap darurat
bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan
langsung dan Bupati.

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak

terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
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Pasal 33

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh)
dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas
Negara pada bank yang ditetapkan sebagai bank persepsi atau pos giro
dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 34

Pelaksanaan anggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik
Pemerintah Kabupaten Purworejo yang belum menetapkan PPK BLUD
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
SiLPA Tahun Sebelumnya

Pasal 35

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang

digunakan untuk :

a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja
langsung;

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b didasarkan pada
DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA
Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

(2) Guna mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik
maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan
Desember tahun anggaran berjalan.

(3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah
terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum
diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
c. SP2D yang belum diuangkan.

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan
penyelesaian pembayaran.
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Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL-SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun
anggaran berkenaan; dan

b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan
karena kelalaian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau
rekanan, namun karena keadaan kahar (force majeure).

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 37

Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah
dapat membentuk dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program
dan kegiatan lain diluar program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana
Cadangan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila
dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program
dan kegiatan tersebut.

Guna pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu
dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan
sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Dana Cadangan.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai,
maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana
cadangan, dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai

dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan
program/kegiatan lainnya.
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(10) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama

(1)

()

@)

(1)

()

(1)

()

3

(4)

dana cadangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dikelola
oleh BUD.

Pasal 38

Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana
cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan
hasil tetap dengan resiko rendah.

Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan
penempatan dalam portofilio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menambah jumlah dana cadangan.

Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. deposito;

b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);

d. Surat Utang Negara (SUN); dan

e. surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.

Paragraf 3
Investasi

Pasal 39

Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening
penyertaan modal (investasi) daerah.

Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat
pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
(divestasi modal).

Paragraf 4
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 40

Penerimaan pinjaman daerah dilakukan melalui rekening Kas
Umum Daerah.

Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas
pinjaman pihak lain.

Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (Barang Milik Daerah)
tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta Barang Milik

Daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan
jaminan obligasi daerah.

26



Pasal 41

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan
obligasi daerah.
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(2)
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(4)

Pasal 42

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman
dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.

Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. jumlah penerimaan pinjaman;

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan

c. sisa pinjaman.

Pasal 43

Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang
dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.

Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD
tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang
daerah dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan
pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah
Perubahan APBD.

Pasal 44

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau
obligasi daerah sebelum Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) dilaporkan kepada DPRD dalam
pembahasan awal Perubahan APBD.

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau
obligasi daerah setelah Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) dilaporkan kepada DPRD dalam laporan
realisasi anggaran.

Pasal 45

Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan
pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.

Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat
pada rekening belanja bunga.

Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat
pada rekening belanja bunga.

Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat
pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
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Pasal 46
Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat :

a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah,
termasuk kebijakan pengendalian resiko;

. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;

penerbitan obligasi daerah;

. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;

penjualan obligasi daerah sebelum jatuh tempo;

pelunasan; dan

aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke

pasar sekunder obligasi daerah.

@™o Qoo

Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Piutang Daerah

Pasal 47

Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat
waktu.

PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang
atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 48

Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan
seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan
mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Piutang daerah jenis tertentu, seperti piutang pajak daerah dan
piutang retribusi daerah, merupakan prioritas piutang daerah
untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 49

Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan
dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah
yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan
perundang-undangan.

Piutang daerah dapat dihapus dari pembukuan dengan
penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan.
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Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.00
(Lima milyar Rupiah);

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari
Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar Rupiah).

Piutang daerah yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan
oleh PPKDkepada Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 50

Kepala DPPKAD melaksanakan penagihan dan menatausahakan
piutang daerah.

Guna melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan.

Pasal 51

Kepala DPPKAD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan
piutang kepada Bupati.

Bukti pembayaran piutang DPPKAD dari pihak ketiga harus
dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada
tahun anggaran berjalan.

BAB V
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Dasar Perubahan APBD

Pasal 52

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja;

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
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Bagian Kedua
Kebijakan Umum
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 53

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak
tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,
sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan
dalam KUA.

Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
huruf a kedalam rancangan kebijakan umum Perubahan APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.

Dalam rancangan kebijakan umum Perubahan APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap
penjelasan mengenai :

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung
dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu
pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus
ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui
asumsi KUA.

Rancangan kebijakan umum Perubahan APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat
pada minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran
berjalan.

Rancangan kebijakan umum Perubahan APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati
menjadi kebijakan umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan
APBD paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus tahun
anggaran berjalan.

Apabila sampai dengan akhir bulan September tahun anggaran
berjalan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
belum mendapatkan persetujuan DPRD, maka dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD harus dihindari
penganggaran kegiatan pembangunan fisik.

Pasal 54

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) masing-masing dituangkan ke dalam
nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan
pimpinan DPRD.
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Pasal 55

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati
perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program
dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah
untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan bagi
Kepala SKPD.

Rancangan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup :

a. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang
dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD
yang dapat diubah pada setiap SKPD;

b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang
telah diubah kepada PPKD;

c. dokumen sebagai lampiran, meliputi kebijakan umum
Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

Pedoman penyusun RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang
dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan
oleh Bupati paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus
tahun anggaran berjalan.

Pasal 56

Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau
pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari
yang telah ditetapkan semula.

Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
dalam format DPPA-SKPD.

Dalam format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan
rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan, baik sebelum
dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 57

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam
jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
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Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pergeseran belanja hanya dapat diajukan oleh SKPD maksimal 2
(dua) kali sebelum perubahan APBD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD.

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan
antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah
Peraturan Daerah tentang APBD.

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Tata cara dan mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana
dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 58

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih
perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dapat
berupa :

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah

yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);

melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
akibat adanya kebijakan Pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan yang telah ditetapkan dalam DPA-
SKPD tahun sebelumnya untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran
berikutnya;

e. mendanai program dan kegiatan baru sesuai dengan prioritas
daerah dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
dan

o
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f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-
SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran lebihtahun sebelumnya untuk
pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf f diformulasikan terlebih
dahulu dalam DPPA-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pemerintah Daerah dapat meminta sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya yang dikelola BLUDuntuk
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan Bupati,
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 59

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
huruf d sekurang-kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

pog

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja
tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
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(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-
SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
Perubahan APBD, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(10) Dasar pengeluaran untuk Kkegiatan-kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-
SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD
setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5)
terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 60

(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh
persen).

(2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara
pendapatan dan belanja dalam APBD.
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Pasal 61

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50%
(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau
penjadwalan ulang/kegiatan capaian target kinerja program dan
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program
dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
SKPD (DPPA-SKPD).

RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.

Pasal 62

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50%
(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan.

Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.

DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 63

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-
SKPD yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah
disusun oleh SKPD disampaikan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dan PPKD untuk
dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian
antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum
Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan
APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui
dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator
kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga dan
Standar pelayanan minimal.
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Apabila dari hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang
memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam
Perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka SKPD melakukan
penyempurnaan.

Pasal 64

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-
SKPD yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah
disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk
dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-
SKPD yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah
dibahas TAPD, menjadi bahan PPKD dalam melakukan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD.

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 65

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun
oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

(1)

)

Pasal 66

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri dari Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya.

Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari :

a. ringkasan Perubahan APBD;

b. ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan organisasi;

c. rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;

daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berjalan; dan

h. daftar pinjaman daerah.

e
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Pasal 67

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri dari Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta
lampirannya.

Lampiran rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari :

a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan

b. penjabaran Perubahan APBD menurut organisasi, program,
kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

Pasal 68

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah
disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh
Bupati kepada DPRD disosialisasikan terlebih dahulu kepada
masyarakat.

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan
informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta
masyarakat dalam pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran
yang direncanakan.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan
dan Penetapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 69

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat
pada minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan
untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan Perubahan
APBD.

DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37



)

()

(1)

)

3)

(4)

(1)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD berpedoman pada kebijakan umum Perubahan APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD yang telah
disepakati bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD.

Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 70

Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati disesuaikan dengan ketentuan evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa berdasarkan hasil
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur
membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud
sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan
APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta
pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 71

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), Bupati harus memberhentikan
pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah
dimaksud.
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(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 72

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 73

Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyempurnaan
hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang APBD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 74

(1) PPKD paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan,
memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun
rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang
dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan
seluruhnya harus disalin kembali ke dalam DPPA-SKPD.

(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang
mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus
disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah
anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah
dilakukan perubahan.

(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan
disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 75

(1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran kas daerah.
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Guna pengelolaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada bank yang
ditunjuk oleh Bupati.

Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 76

Guna lebih mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat
membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada
bank yang ditetapkan oleh Bupati.

Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

Saldo dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.

Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi
dengan dana yang bersumber dari rekening Kas Umum Daerah.

Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan rencana
pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 77

Untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas oleh SKPD,
Bupati memberi izin untuk membuka rekening pada Bank Umum
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD.

Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari dan
tidak lebih dari 24 jam harus disetor kecuali diatur tersendiri
dalam peraturan ini.

Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menampung UP/GU/TU dari BUD ke Bendahara
Pengeluaran pada SKPD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 78

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
potongan Taspen;

potongan BPJS

potongan PPh;

potongan PPN;

penerimaan titipan uang muka;

penerimaan uang jaminan; dan

penerimaan lainnya yang sejenis.

®eo a0 o
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Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
penyetoran Taspen;

penyetoran BPJS;

penyetoran PPh;

penyetoran PPN;

pengembalian titipan uang muka;

pengembalian uang jaminan; dan

. pengeluaran lainnya yang sejenis.

R&MOQ0 P

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan
sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus
kas aktivitas non anggaran.

Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 79

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dan orang atau
badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 80

Dalam rangka pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
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e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi
hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan
pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;

g. Bendahara Penerimaan SKPKD;

h. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD; dan

i. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD;

b. PPK-SKPKD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan SKPKD;

c. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti
Pemungutan Pendapatan Daerah;

e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti
penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;

f. Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu
Bendahara Pengeluaran.

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 81

Guna mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara
Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara
Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen
penerimaan.

Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen
pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
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Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 82

Penerimaan daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada
bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa
BUD menerima nota kredit.

Penyetoran penerimaan daerah ke rekening Kas Umum Daerah
dilakukan secara terinci sesuai dengan obyek pendapatan maupun
kode rekening pendapatan.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :

a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau
kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak ketiga.

Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti
pembayaran oleh pihak ketiga yang disetorkan melalui Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
diperforasi oleh PPKD.

Pasal 83

Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan
yang menjadi tanggungjawabnya.

Penatausahaan atas penerimaan oleh Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
menggunakan:

a. buku kas umum;

b. buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan

c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan atas
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah)

c. Surat Tanda Setoran (STS)

d. surat tanda bukti pembayaran; dan

e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib

mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
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Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku
BUD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
terhadap laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Format Dokumen penatausahaan penerimaan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf etercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 84

Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau
kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Bendahara Penerimaan.

Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang
diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan
komunikasi dan/atau transportasi, maka penyetoran dapat
melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang
kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.

Pasal 85

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar, yang atas
pertimbangan kondisi geografis menyebabkan wajib pajak
dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya
secara langsung pada bank, badan, lembaga keuangan atau kantor
pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (1), maka dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggungjawabnya.

Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat pada
tanggal 5 bulan berikutnya.
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Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan
pertanggungjawaban penerimaan dari Bendahara Penerimaan
Pembantu.

Pasal 86

Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke
rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti
penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada
Bendahara Penerimaan.

Pasal 87

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Unit

Pelaksana Teknis SKPD, Kecamatan dan Pasar Daerah yang karena

kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan/atau

transportasi sehingga penyetoran penerimaan daerah tidak dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (3), maka
mekanisme penyetorannya diatur sebagai berikut :

a. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Purworejo,
Mranti, Cangkrep, Kutoarjo, Semawung Daleman, Bayan, Unit
Pelaksana Teknis SKPD, Kecamatan dan Pasar yang menerima
pendapatan di wilayah Kecamatan Purworejo, Kutoarjo,
Banyuurip dan Bayan, penyetoran penerimaan dilakukan dalam
jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas
diterima;

b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag,
Ngombol, Bubutan, Bragolan, Seborokrapyak, Kaligesing, Wirun,
Butuh, Loano, Kemiri, Winong, Gebang, Bener, Pituruh, Unit
Pelaksana Teknis SKPD, Kecamatandan Pasar yang menerima
pendapatan di wilayah Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi,
Kaligesing, Butuh, Kemiri, Gebang, Bener dan Bagelen,
penyetoran penerimaan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga)
hari kerja sejak uang kas diterima.

c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bruno,
Karanggetas, Banyuasin, Dadirejo, Sruwohrejo, Unit Pelaksana
Teknis SKPD, Kecamatan dan Pasar yang menerima pendapatan
di wilayah Kecamatan Bruno, Pituruh dan Loano, penyetoran
penerimaan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja
terhitung sejak uang kas diterima.
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Pasal 88

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka :

a.

(1)
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apabila berhalangan lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu)
bulan, Bendahara Penerimaan tersebut wajib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran
dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab
Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui
Kepala SKPD;

apabila berhalangan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3
(tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan dan
diadakan berita acara serah terima;

apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga
dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan
telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai
Bendahara Penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan
penggantinya.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1
Penyediaan Dana

Pasal 89

Setelah penetapan anggaran kas, maka dalam rangka manajemen
kas, PPKD menerbitkan SPD.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa
BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Paragraf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal 90

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), Bendahara
Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

SPP Ganti Uang (SPP-GU);

SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

SPP Langsung (SPP-LS);

SPP GU Nihil;

SPP TU Nihil.

Mmoo TP

Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
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Pasal 91

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian
uang persediaan.

Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2)
huruf a disesuaikan dengan rencana kebutuhan dari SKPD
masing-masing yang penggunaannya untuk belanja kegiatan
dengan maksimal Uang Persediaan yang dapat diberikan 1/12
(satu per duabelas) X Belanja total — (Belanja Tidak langsung +
Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa +
Belanja Modal yang dilaksanakan melalui Jasa Pihak ketiga).

Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Uang Persediaan sebagai uang muka hanya diberikan sekali dalam
1 (satu) tahun anggaran pada bulan awal tahun anggaran dengan
memperhatikan likuiditas Kas Daerah.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
surat pengantar SPP-UP;

ringkasan SPP-UP;

rincian SPP-UP;

salinan SPD;

draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat
pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan

f. lampiran lain yang diperlukan.

oo

Pasal 92

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang
persediaan.

Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)

huruf b dilakukan dengan ketentuan :

a. pengajuan SPP-GU dapat diajukan setelah UP/GU sebelumnya
di SPJ-kan (disahkan) minimal 60%; kecuali dalam hal terjadi
bencana untuk SKPD yang terkait dengan penanganan tanggap
darurat;

b. besarnya SPP-GU sebesar SPJ yang disahkan.

Rincian rencana penggunaan dana untuk SPP-GU diuraikan
sampai dengan kode rekening rincian per obyek belanja kegiatan.

Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak
boleh melebihi Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) kepada
satu rekanan.
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Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

surat pengantar SPP-GU;

ringkasan SPP-GU;

rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;

bukti transaksi yang sah dan lengkap;

salinan SPD;

draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan

g. lampiran lain yang diperlukan.

™o Qo o

Untuk pengesahan belanja ganti uang persediaan yang terakhir
oleh fungsi perbendaharaan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD
mengajukan SPP-GU Nihil.

Pengajuan SPP-GU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilakukan dengan ketentuan :

a. besarnya SPP-GU Nihil sebesar SPJ yang disahkan;

b. rincian penggunaan dana untuk SPP-GU Nihil diuraikan
sampai dengan kode rekening rincian obyek belanja.

c. atas pengajuan SPP-GU Nihil tidak dilakukan penggantian
uang persediaan.

Dalam hal masih terdapat saldo uang persediaan pada Bendahara
Pengeluaran SKPD setelah pengesahan pertanggungjawaban ganti
uang persediaan terakhir, wajib disetorkan ke Kas Daerah
selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pasal 93

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
memperoleh  persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan
uang persediaan.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

surat pengantar SPP-TU;

ringkasan SPP-TU;

rincian rencana penggunaan TU;

salinan SPD;

draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa

uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain

tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada

Kuasa BUD;

f. surat keterangan SPP-TU yang memuat penjelasan keperluan
pengisian tambahan uang persediaan; dan

g. lampiran lain yang diperlukan.

oo o
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SPP-TU diajukan apabila kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
bata pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening Kas
Umum Daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan.

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Untuk pengesahan belanja tambahan uang persediaan oleh fungsi
perbendaharaan SKPKD, Bendahara  Pengeluaran  SKPD
mengajukan SPP-TU Nihil.

Pengajuan SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dilakukan dengan ketentuan :

a. besarnya SPP-TU Nihil sebesar SPJ yang disahkan;

b. rincian penggunaan dana untuk SPP-TU Nihil diuraikan
sampai dengan kode rekening rincian obyek belanja.

c. penyetoran sisa SP2D TU merupakan satu kesatuan dengan
pertanggungjawaban tambahan uang persediaan.

Pasal 94

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat
(1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang
harus dipertanggungjawabkan.

(1)

()

Pasal 95

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran guna memperloleh persetujuan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

surat pengantar SPP-LS

ringkasan SPP-LS;

rincian SPP-LS; dan

lampiran SPP-LS sesuai ketentuan yang berlaku.

o op
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Pasal 96

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan
jasa dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam
rangka pengajuan permintaan pembayaran.

(2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. Lampiran SPP-LS.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan tidak
lengkap, Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS
pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(4) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Anggaran setelah
ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Pasal 97

Bendahara Pengeluaran hanya diperkenankan menyimpan uang tunai
maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah).

Pasal 98

(1) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:

buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
register SPP-UP/GU/TU/LS.

a. buku kas umum;

b. buku pembantu kas tunai;
c. buku simpanan/bank;

d. buku pajak;

e. buku panjar;

f.

g.

(2) Dalam rangka pengendalian, penerbitan permintaan pembayaran
untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

(3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a
huruf bdapat dikerjakan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran.

(4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan
penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.

(5) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sesuai tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
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(6) Format Dokumen Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kecuali huruf a dan huruf b serta ayat (4) tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(7) Format kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(1)

()

3)

(4)

()

©)

(7)

Pasal 99

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan

pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD

dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada

PPKD melalui PPK-SKPKD, dilengkapi dengan dokumen lain

yang terdiri dari:

Surat Pengantar SPP-LS;

Ringkasan SPP-LS;

Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD;

Surat Keputusan Bupati tentang penetapan daftar

penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil,

bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran

pembiayaan; dan

e. Dokumen/data dukung pengeluaran lainnya sesuai
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

a0 op

Penelitian  kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.

Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM.

Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD
mengembalikan dokumen  SPP-LS kepada Bendahara
Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.

Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat
mengusulkan  pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM.

PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan
SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :

Surat Pengantar SPP-LS;

Ringkasan SPP-LS;

Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD; dan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan
Besaran Penerimaan.

poop

KuasaBUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap,
maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (Dua) hari
kerja sejak pengajuan SPM diterima.
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(8) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya

Bank mendistribusikan dana kepada penerima melalui
pemindahbukuan ke nomor rekening penerima.

(9) Permintaan pembayaran belanja tidak terduga diatur dengan

Peraturan Bupati tersendiri.
Pasal 100

Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti
kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD /PPK-SKPKD.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD/PPK-SKPKD
mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.

Pasal 101

Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari
SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.

SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran
langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat
perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang
bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran.

SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Paragraf 3
Perintah Membayar

Pasal 102

Dalam hal dokumen SPP berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2)
dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran menerbitkan SPM.

Dalam hal dokumen SPP berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.
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(3) Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 103

(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1)
paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya
dokumen SPP.

(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPP.

(3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

(4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 104

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (1) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 105

(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menatausahakan
pengeluaran perintah membayar mencakup :

a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS;
b. register surat penolakan penerbitan SPM.

(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Format Dokumen Penatausahaan Pengeluaran perintah
membayarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 106

Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan.

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 107

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar
pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

53



)

@)

(4)

(1)

()

(1)

)

(1)

()

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau
pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD
menolak menerbitkan SP2D.

Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SP2D.

Pasal 108

Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2)
paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPM.

Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPM.

Pasal 109

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan
uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang
persediaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.

Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menatausahakan
SP2D mencakup:

a. register SP2D;

b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan

c. buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 110
Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib

mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti,
uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan

pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :

a. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
(SPJ);

b. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
(SPJ);

c. Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
(SPJ);

d. Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
(SPJ); dan

e. register penutupan kas.
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(3) Format dokumen penatausahaan pertanggungjawaban pengguna
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan,
dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup :

a. buku kas umum;

b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan
bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap
rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran
per rincian obyek dimaksud;

c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan

d. register penutupan kas.

(5) Kelengkapan bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran setiap
rincian obyek dimaksud sebagaimana pada ayat (4) huruf b
tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini .

(6) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(7) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat
Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban.

(8) Ketentuan batas waktu penerbitan Surat Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyampaian Laporan Pertanggungjawaban diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

(9) Guna terwujudnya tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir
tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan
Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

(10) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban
langsung kepada pihak ketiga.

(11) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku
BUD paling lambat tangal 10 bulan berikutnya.

(12) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan
setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
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(13) Format laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum
dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 111

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD berkewajiban :

a.
b.
c.

d.

(1)

(2)

(3)

(4)

©)

(6)

(7)

8)

meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian
obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per
rincian obyek; dan

menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan
periode sebelumnya.

Pasal 112

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan
pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi
tanggungjawabnya.

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :

a. buku kas umum;

b. buku pajak PPN/PPh;

c. buku panjar; dan

d. buku bank.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan
penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi
tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran
paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mencakup:

a. buku kas umum;

b. buku pajak PPN/PPh; dan

c. bukti pengeluaran yang sah.

Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari Bendahara
Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran
XIV Peraturan Bupati ini.
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Pasal 113

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan
dan/atau Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran
melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disertai dengan Register Penutupan Kas dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Pasal 114

Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja
tidak terduga dan pembiayaan, melakukan penatausahaan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 115

Ringkasan prosedur penatausahaan Bendahara Pengeluaran tercantum
dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 116

Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan, maka :

a.

apabila berhalangan lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu)
bulan, Bendahara Pengeluaran tersebut wajib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran atas
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan
dengan diketahui kepala SKPD;

apabila berhalangan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3
(tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran dan
diadakan berita acara serah terima;

apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan, belum juga
dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan
telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai
Bendahara Pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan
penggantinya.
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Bagian Kelima
Petunjuk Pencairan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Paragraf 1
Pencairan UP / GU / TU / LS

Pasal 117

Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing Bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mengajukan
SPP TU/LS kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Sub
Bagian Keuangan dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo selaku PPK-Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dengan disertai konsep SPM TU/LS yang
belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

PPK-Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo setelah menerima
pangajuan SPP TU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya melakukan verifikasi terhadap SPP TU/LS, jika tidak
ada kekurangan, maka yang bersangkutan memfiat/paraf di SPM
TU/LS dan memberi nomor.

Jika masih ada kesalahan, PPK-Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo mengembalikan SPP TU/LS bersama konsep SPM TU/LS
ke Bagian untuk diperbaiki atau dilengkapi.

SPM TU/LS yang telah diparaf dan diberi nomor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dikembalikan ke masing-
masing Bagian untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran.

SPM TU/LS yang sudah ditandatangani dan di cap oleh Kuasa
Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kuasa BUD guna
penerbitan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu.

PPK-Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan Bendahara
Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo merekap dan
mencatat dalam register SPP TU/LS dan SPM TU/LS.

Bank memindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke
rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan dana tersebut
dengan slip penarikan.

Pencairan UP/GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dengan mengajukan SPP
UP/GU kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran
melalui PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan
selanjutnya diterbitkan SPM UP/GU.
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Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 118

Dana yang sudah dicairkan dipertanggungjawabkan dengan cara
sebagai berikut :

a.

b.

(1)

)

Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) Belanja-Administratif;

SPJ Belanja Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri data dukung bukti pengeluaran yang telah
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa
Pengguna Anggaran serta PPTK;

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
merekap SPJ Belanja Administratif = untuk laporan
pertanggungjawaban pengeluaran;

SPJ Belanja Administratif disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
setelah diverifikasi oleh PPK-Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo;

Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban
(SPJ)pengeluaran, baik itu berupa SPJ Belanja Administratif
maupun Fungsional;

Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Administratif
disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Laporan pertanggungjawaban SPJ Belanja fungsional disampaikan
kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD/BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Bagian Kesatu
Bendahara Penerimaan

Paragraf 1
Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD

Pasal 119

Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD wajib menyampaikan
pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan
penutupan pada akhir bulan dan disertai dengan :

a. register Surat Tanda Setoran;

b. bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
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Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
untuk bulan terakhir pada tahun anggaran berkenaan
disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum hari kerja
terakhir bulan tersebut.

Langkah-langkah  penyusunan dan penyampain laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu adalah
sebagai berikut :

a. melakukan penutupan Buku Penerimaan dan Penyetoran,
melakukan perhitungan total penerimaan, total penyetoran dan
sisa kas yang masih ada pada Bendaharan Penerimaan
Pembantu;

b. menyiapkan register Surat Tanda Setoran (STS) dan bukti-
bukti penerimaan yang sah dan lengkap;

c. menyampaikan Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah
dilakukan penutupan, dilampiri dengan register Surat Tanda
Setoran (STS) dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan
lengkap kepada Bendahara Penerimaan.

Apabila Bendahara Penerimaan Pembantu terlambat dalam
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara
Penerimaan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka kepada Bendahara Penerimaan Pembantu
tersebut diberikan sanksi yang berjenjang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku oleh Kepala SKPD.

Paragraf 2
Bendahara Penerimaan SKPD

Pasal 120

Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban dari Bendahara Penerimaan SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan
dari laporan pertanggungjawaban dari Bendahara Penerimaan
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang masih ada pada Bendahara
Penerimaan.

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara
Penerimaan kepada Pengguna Anggaran melaui PPK-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada
akhir bulan berkenaan;

register Surat Tanda Setoran (STS);

bukti penerimaan yang sah dan lengkap;

laporan pertanggungjawaban dari Bendahara Penerimaan
Pembantu yang telah diverifikasi.
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Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD adalah sebagai
berikut :

a. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu;

b. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
menggabungkan antara  pertanggungjawaban  terhadap
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
yang telah diverifikasi;

c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK-
SKPD untuk dilakukan verifikasi;

d. melakukan penyempurnaan terhadap laporan
pertanggungjawaban apabila berdasarkan verifikasi masih ada
yang perlu disempurnakan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah
diverifikasi oleh PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf
d kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk mendapatkan pengesahan.

Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan untuk bulan
terakhir pada tahun anggaran berkenaan disampaikan paling
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan
tersebut.

Apabila Bendahara Penerimaan terlambat dalam menyampaikan
laporan pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada Bendahara
Penerimaan tersebut diberikan sanksi yang berjenjang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku oleh Kepala SKPD.

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam menyusun
laporan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 121

Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1),
Bendahara Penerimaan juga wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional.

Laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bendahara Penerimaan
kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan
format sebagaimana format laporan pertanggungjawaban secara
administrasi.

Pengesahan oleh SKPKD terhadap laporan pertanggungjawaban
yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya laporan pertanggungjawaban tersebut.
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Penyampaian Laporan pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada
akhir bulan berkenaan;

b. register Surat Tanda Setoran (STS); dan

c. laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang
telah diverifikasi.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban
administrasi dari Bendahara Penerimaan.

Terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis dalam rangka
rekonsiliasi penerimaan.

Verifikasi yang dilakukan oleh PPKD dalam rangka rekonsiliasi

penerimaan pada ayat (6) dimaksudkan untuk membuktikan :

a. keabsahan setiap bukti penerimaan yang sah dan lengkap yang
berupa Surat Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setoran (STS),
Nota Kredit Bank, dan Surat Pengakuan Baki Bank;

b. setiap bukti penerimaan yang sah dan lengkap telah masuk
dalam Rekening Kas Daerah;

c. nominal yang tercantum dalam setiap bukti penerimaan yang
sah dan lengkap telah sama dengan yang tercatat dalam
Rekening Kas Daerah;

d. setiap bukti penerimaan yang sah dan lengkap telah tercatat
dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup
pada akhir bulan berkenaan.

Evaluasi dan analisis yang dilakukan oleh PPKD dalam rangka
rekonsiliasi penerimaansebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa rincian rekening objek
penerimaan yang tertulis dalam bukti penerimaan yang sah dan
lengkap sesuai dengan rekening akun penerimaan.

Laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan
untuk bulan terakhir pada tahun anggaran berkenaan
disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum hari kerja
terakhir bulan tersebut.

(10) Apabila Bendahara Penerimaan terlambat dalam menyampaikan

laporan pertanggungjawaban fungsional sesuai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan
sanksi berupa penundaan pencairan GU/TU untuk SKPD yang
bersangkutan.

(11) Apabila Bendahara Penerimaan terlambat dalam menyampaikan

laporan pertanggungjawaban bulan terakhir dari tahun anggaran
berkenaan dapat dikenakan sanksi berupa penundaan uang
persediaan tahun anggaran berikutnya.
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Paragraf 3
Bendahara Penerimaan SKPKD

Pasal 122

Bendahara Penerimaan SKPKD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala
SKPKD melalui PPK-SKPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara
Penerimaan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Buku Penerimaan SKPKD yang telah dilakukan penutupan pada
akhir bulan, dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang sah
dan lengkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian laporan

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPKD adalah

sebagai berikut :

a. Bendahara Penerimaan SKPKD melakukan penutupan Buku
Penerimaan SKPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan;

b. menyampaikan Buku Penerimaan yang telah dilakukan
penutupan dengan dilampiri bukti-bukti penerimaan yang sah
dan lengkap kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPKD untuk
mendapatkan pengesahan.

Pengesahan terhadap laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dilakukan oleh
Kepala SKPKD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya
laporan pertanggungjawaban tersebut.

Apabila Bendahara Penerimaan SKPKD terlambat dalam
menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada
Bendahara Penerimaan SKPKDtersebut diberikan sanksi yang
berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Kepala
SKPKD.

Bagian Kedua
Bendahara Pengeluaran
Paragraf 1
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD
Pasal 123
Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses

pertanggungjawaban seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pelaksanaan
APBD.
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Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang Persediaan
(TU); dan

b. pertanggungjawaban fungsional.

Pasal 124

Pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TU)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu apabila Tambahan Uang
Persediaan (TU) yang dikelolanya telah habis untuk membiayai
suatu kegiatan atau telah sampai pada Dbatas waktu
pertanggungjawaban yang ditentukan sejak Tambahan Uang
Persediaan diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan Tambahan
Uang Persediaan (TU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
dokumen yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu adalah laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan (TU) dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang sah dan
lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat laporan pertanggungjawaban

Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah sebagai berikut :

a. mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan
Tambahan Uang Persediaan (TU);

b. apabila terdapat Tambahan Uang Persediaan (TU) yang tidak
dipergunakan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyetorkan kembali uang tersebut ke Kas Umum Daerah,
dan bukti atas penyetoran tersebut dilampirkan pada saat
penyampaian laporan pertanggungjawaban;

c. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap serta
bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila
Tambahan Uang Persediaan (TU) melebihi belanja yang
dilakukan), Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
rekapitulasi belanja ke dalam laporan pertanggungjawabn
Tambahan Uang Persediaan (TU) sesuai dengan program dan
kegiatan yang dicantumkan pada saat pengajuan Tambahan
Uang Persediaan (TU);

d. laporan pertanggungjawaban tersebut selanjutnya
disampaikan kepada PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi;

e. apabila dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf
d tidak ada yang perlu disempurnakan, maka laporan
pertanggungjawaban tersebut selanjutnya disampaikan
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranuntuk
ditandatangani sebagai bentuk pengesahan.

Format laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan
(TU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan ini.

Pasal 125
Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 ayat (2) huruf b dibuat oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling
lambat tanggal S (lima) bulan berikutnya.

64



()

@)

(4)

(5)

6)

(1)

()

(1)

()

Pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Surat Pertanggungjawaban (SPj) dengan dilampiri :

a. Buku Kas Umum; dan

b. Laporan Penutupan Kas.

Pertanggungjawaban fungsional untuk bulan terakhir pada tahun
anggaran berkenaan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut dilampiri dengan bukti
setoran sisa Tambahan Uang Persediaan (TU).

Apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu terlambat
menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang
Persediaan (TU) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut
dikenakan sanksi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku
oleh Kepala SKPD.

Format Pertanggungjawaban Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Format Laporan Penutupan Kas Bulanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XX Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 2
Bendahara Pengeluaran SKPD

Pasal 126

Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan uang yang menjadi kewenangannya.

Pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP);

b. Pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang Persediaan
(TU);

c. Pertanggungjawaban administratif; dan

d. Pertanggungjawaban fungsional.

Pasal 127

Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban
penggunaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
126 ayat (2) huruf a apabila akan mengajukan Ganti Uang (GU).

Dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang
persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dokumen
yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Laporan
Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-
bukti belanja yang sah dan lengkap
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Langkah-langkah dalam membuat laporan pertanggungjawaban

penggunaan Uang Persediaan adalah sebagai berikut :

a. mengumpulkan bukti-bukti yan

b. g sah atas belanja yang menggunakan Uang Persediaan,
termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu apabila ada Uang Persediaan yang
dilimpahkan pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluran
Pembantu;

c. berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bendahara Pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan
sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing.

Format Laporan  Pertanggungjawaban Penggunaan Uang
Persediaan tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 128

Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban
penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TU) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b apabila Tambahan
Uang Persediaan yang dikelolanya telah habis dipergunakan untuk
membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang
ditentukan sejak Tambahan Uang Persediaan (TU) diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan Tambahan
Uang Persediaan (TU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
dokumen yang dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah
Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU)
dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat laporan pertanggungjawaban

Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah sebagai berikut :

a. mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan
Tambahan Uang Persediaan (TU);

b. apabila ada Tambahan Uang Persediaan (TU) yang tidak
dipergunakan, maka Bendahara Pengeluaran menyetorkan
kembali ke Kas Umum Daerah dan bukti penyetoran tersebut
dilampirkan sebagai lampiran pertanggungjawaban penggunaan
Tambahan Uang Persediaan (TU);

c. berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada huruf b,
termasuk bukti penyetoran kembali Tambahan Uang Persediaan
(TU) apabila melebihi belanja yang dilakukan, Bendahara
Pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang Persediaan
(TU) sesuai dengan program dan kegiatan yang dicantumkan
pada awal pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TU);

d. laporan pertanggungjawaban tersebut selanjutnya disampaikan
kepada PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi;

e. apabila dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d
tidak ada yang perlu disempurnakan, maka laporan
pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Pengguna
Anggaran untuk ditandatangani sebagai bentuk pengesahan.

Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang
Persediaan tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
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Pasal 129

Pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (2) huruf c dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan
disampaikan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban administratif yang dibuat dan disampaikan
oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang merupakan
penggabungan dengan Surat Pertanggungajawaban  (SPj)
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan menggambarkan jumlah
anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran, baik secara komulatif
maupun per kegiatan.

Pertanggungjawaban administratif yang disampaikan oleh

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampiri dengan :

a. Buku Kas Umum;

b. Laporan Penutupan Kas; dan

c. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Langkah-langkah  dalam membuat dan  menyampaikan

pertanggungjawaban administratif adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan laporan penutupan kas;

b.melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait
lainnya berdasarkan Buku Kas Umum lainnya serta khususnya
Buku Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai
belanja per rincian obyek;

c. menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut dengan jumlah yang
ada dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj) Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

d.berdasaran rekapitulasi dan penggabungan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan huruf ¢, Bendahara Pengeluaran
membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggungjawabnya.

e.dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) dengan dilampiri
Buku Kas Umum, laporan penutupan kas dan Surat
Pertanggungjawaban (SPj) Bendahara Pengeluaran Pembantu
selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk dilakukan
verifikasi;

f. apabila dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d
tidak ada yang perlu disempurnakan, maka laporan
pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Pengguna
Anggaran untuk ditandatangani sebagai bentuk pengesahan.

Pertanggungjawaban administratif untuk bulan terakhir pada
tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lama pada hari
kerja terakhir bulan tersebut dengan dilampiri dengan bukti
setoran sisa Uang Persediaan (UP).

Apabila Bendahara Pengeluaran terlambat menyampaikan
pertanggungjawaban  administratif dalam  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bendahara
Pengeluaran tersebut dikenakan sanksi secara berjenjang sesuai
ketentuan yang berlaku oleh Kepala SKPD.
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Format Laporan Pertanggungjawaban Administratif Bendahara
Pengeluaran tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati
ini.

Pasal 130

Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (2) huruf d dibuat dan disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat
Pertanggungjawaban (SPj) yang merupakan penggabungan dengan
Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Pertanggungjawaban fungsional untuk bulan terakhir pada tahun
anggaran berkenaan disampaikan paling lambat pada hari kerja
terakhir pada bulan tersebut dengan dilampiri bukti setoran Uang
Persediaan (UP).

Apabila Bendahara Pengeluaran terlambat menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa
penundaan pencairan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)
GU/TU dari SKPD yang bersangkutan.

Apabila Bendahara Pengeluaran terlambat menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional untuk bulan terakhir pada tahun
anggaran berkenaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), maka dikenakan sanksi berupa penundaan
pencairan Uang Persediaan (UP) untuk tahun anggaran berikutnya.

Format Laporan Pertanggungjawaban fungsional Bendahara
Pengeluaran tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati
ini.

Pasal 131

Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo merekap Surat Pertanggungjawaban (SPj) Administratif
maupun fungsional yang dihimpun dari Bendahara Pengeluran
Pembantu pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah  Kabupaten Purworejo guna menyusun laporan
pertanggungjawaban.

Laporan  Pertanggungjawaban/SPj Administratif Bendahara
Pengeluaran disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku
Penguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK-Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.
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Pembukaan rekening bank untuk bendahara pengeluaran
/bendahara pengeluaran pembantu harus dengan persetujuan
Bupati.

Paragraf 3
Bendahara Pengeluaran SKPKD

Pasal 133

Bendahara Pengeluaran SKPKD wajib melakukan
pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang
berada dalam tanggungjawabnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

Dalam melakukan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka dokumen yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran SKPKD kepada PPKD melalui PPK-SKPKD adalah
Surat Pertanggungjawaban (SPj).

Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri
dengan :

a. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran SKPKD;

b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan
bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap
rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per
rincian obyek dimaksud.

Langkah-langkah dalam pembuatan dan penyampaian Surat
Pertanggungjawaban (SPj) Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah
sebagai berikut :

a. membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan mendasarkan
pada Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran SKPKD dan
buku pembantu Buku Kas Umum lainnya;

b. dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) dan kelengkapannya
kemudian disampaikan kepada PPK-SKPKD untuk dilakukan
verifikasi;

c. apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf b tidak ada yang perlu disempurnakan, maka Surat
Pertanggungjawaban (SPj) beserta kelengkapannya disampaikan
kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan.

Selain berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran
SKPKD juga mempunyai kewajiban untuk membuat register atas
SPP yang diajukan maupun SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluran

SKPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan
Bupati ini.
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Pasal 134

Batas akhir pengajuan SPP/SPM GU/TU paling lambat 10 hari
kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Batas akhir pengajuan SPP/SPM LS Pihak Ketiga paling lambat 10
hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Batas akhir pengajuan SPP/SPM LS Belanja Tidak Langsung
melalui PPKD paling lambat 10 hari kerja sebelum tahun anggaran
berakhir.

Batas akhir pengajuan SPP/SPM GU-Nihil/TU-Nihil paling lambat
31 Desember akhir tahun berkenaan pukul 16.00 WIB.

Bagi SKPD yang mempunyai kontrak dengan Pihak Ketiga yang
berakhir di atas 10 hari kerja sebelum tahun anggaran berkenaan
berakhir agar menyampaikan ijin kepada Bupati Purworejo paling
lambat awal desember tahun berkenaan tentang pengajuan
SPP/SPM LS melebihi ketentuan dan dilampiri rekapitulasi
kontrak.

Sisa kegiatan tahun anggaran berkenaan disetorkan ke Rekening
Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran
berkenaan pukul 12.00 WIB.

Bagian Ketiga
Bendahara Umum Daerah

Pasal 135

BUD menyusun dan menyampaikan laporan atas Kas Umum
Daerah yang berada dalam pengelolaannya kepada Bupati.

Dokumen-dokumen yang disajikan dalam penatausahaan dan
bukti-bukti transaksi pada Kas Umum Daerah akan dijadikan
dasar dalam membuat laporan BUD.

Laporan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam
bentuk :

a. Laporan Posisi Kas Harian; dan

b. Rekonsiliasi Bank.

Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan
disampaikan kepada Bupati setiap hari kerja pertama setiap
minggunya.

Disamping laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
BUD juga wajib membuat register untuk SPP yang diajukan
maupun SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

Langkah-langkah dalam pembuatan laporan BUD adalah sebagai

berikut :

a. BUD menyusun laporan posisi kas harian pada setiap hari kerja,
dengan mendasarkan  pada  bukti-bukti yang ada
(SP2D/STS/bukti lain yang sah);

b. Rekonsiliasi Bank dilakukan setiap hari oleh BUD
setelahmenerima rekening koran dari bank untuk transaksi satu
hari sebelumnya;
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c. Berdasarkan rekening koran dan Laporan Posisi Kas Harian,
BUD menyusun Rekonsiliasi Bank dengan cara membandingkan
saldo kas di bank menurut rekening Koran dengan saldo kas di
bank menurut Laporan Posisi Kas Harian.

Format Laporan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

BAB IX
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 136

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem
Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

(1)

)

©3)
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)

Pasal 137

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan
anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-
SKPD dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama Anggaran
Pendapatan dan Belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi semester
pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD serta prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi
semester pertama APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Sebagai bahan pengawasan, laporan realisasi semester pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD serta prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnyasebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tembusannya dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Purworejo.
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(6) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan
dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran
XXVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 138

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama Anggaran
Pendapatan dan Belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada SekretarisKoordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pasal 139

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli
tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

Pasal 140

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling
lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

(2) Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Laporan Bulanan

Pasal 141

(1) Laporan berfungsi memberikan gambaran tentang kemajuan fisik
dan keuangan serta permasalahan yang terjadi pada setiap
kegiatan SKPD.

(2) SKPD menyusun dan melaporkan realisasi kemajuan fisik dan
keuanganpelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD
secara bulanan kepada Bupati u.p. Kepala Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

(3) Laporan realisasi kemajuan fisik dan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 5
(lima) bulan berikutnya.

(4) Tembusan laporan kemajuan fisik dan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
a. Kepala DPPKAD; dan
b. Inspektur Kabupaten Purworejo.

(5) Format laporan kemajuan fisik dan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan
Bupati ini
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Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 142

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk
ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran SKPD.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 143

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran dengan format sebagaimanan
tercantum dalam pada Lampiran XXX Peraturan Bupati ini ;

b. laporan operasional dengan format sebagaimanan tercantum
dalam pada Lampiran XXXI Peraturan Bupati;

c. neraca dengan format sebagaimana tercantum dalam pada
Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini ;

d. laporan perubahan ekuitas dengan format sebagaimanan
tercantum dalam pada Lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini
;dan

e. catatan atas laporan keuangan dengan format sebagaimanan
tercantum dalam pada Lampiran XXXIV Peraturan Bupati ini.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Sebagai bahan reviu, Laporan keuangan SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tembusannya dikirimkan kepada
Inspektur Kabupaten Purworejo.

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan Bupati ini.

Pasal 144

PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan
cara  menggabungkan laporan-laporan  keuangan SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) paling lambat 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. laporan realisasi anggaran dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXVI Peraturan Bupati ini ;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih dengan format pada
Lampiran XXXVII Peraturan Bupati ini;

c. laporan operasional dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXXVIII Peraturan Bupati ini ;

d. laporan perubahan ekuitas dengan format Lampiran XXXIX
Peraturan Bupati ini ;

e. neraca dengan format sebagaimana tercantum dalam pada
Lampiran XL Peraturan Bupati ini;

f. laporan arus kas dengan format sebagaimana tercantum
dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI Peraturan
Bupati ini; dan

g. catatan atas laporan keuangan dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XLII Peraturan Bupati ini.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan
laporan keuangan BUMD /perusahaan daerah.

Laporan ikhtisar realisasi kinerja sabagaimana dimaksud pada
ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja interim di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan
pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang
menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi
tanggungjawabnyatelah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 145

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
ayat (3) huruf a disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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Pasal 146

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143 disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Keempat
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 147

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta
dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan
Pemeriksa  Keuangan dan  ikhtisar laporan  keuangan
BUMD/Perusahaan Daerah.

Pasal 148

Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 146 ayat (1) Badan Pemeriksa Keuangan belum
menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus
kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang
isinya sama dengan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.

Pasal 149

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat
(1) dirinci dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :

a. ringkasan laporan realisasi anggaran;

b. penjabaran laporan realisasi anggaran.
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Pasal 150

Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 147 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.

Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling
lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah
tersebut diterima.

Pasal 151
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh
Badan Pemeriksa Keuangan dan telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah.

Bagian Kelima
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Pasal 152

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh
Bupati, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
setelah persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk
dievaluasi.

Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
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Pasal 153

(1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Bupati melakukan
penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD,
dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 155

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan daerah oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.

Pasal 156

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 meliputi
pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan,
penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah,
pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi,
serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
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Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan anggaran,
pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah,
serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, secara menyeluruh
kepada SKPD.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala bagiSKPD.

Pasal 157

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah tentang APBD.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 158

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

()

)

“4)

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 159

Dalam rangka meningkatkan Kkinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mendorong agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan sehingga dapat tercapai tepat
waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat
manfaat.

Pengendalian tingkat Kabupaten terhadap semua kegiatan di
masing-masing SKPD diselenggarakan oleh Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, berpedoman pada
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten
Purworejo.

Pengendalian intern di lingkup SKPD dilaksanakan secara

berjenjang oleh PPTK, dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Anggaran.
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Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 160

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(1)

)

@)

(1)

)

@)

BAB XII
KERUGIAN DAERAH
Pasal 161

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang, harus segera diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan
keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah
mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi
kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 162

Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau
kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
kerugian daerah itu diketahui.

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada
Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat
lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya sehingga  menimbulkan kerugian daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2), segera
dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia
mengganti kerugian daerah dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin
diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian
daerah, Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang
bersangkutan
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Pasal 163

Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau
pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada
dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,
penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada
pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada
kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari
Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat
lain yang bersangkutan.

Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk
membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak
keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada
Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat
lain, yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal
dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak
diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian
daerah.

Pasal 164

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini berlaku pula untuk uang dan/atau
barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan
Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat
yang lain dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Bupati
ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-
badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah,
sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersendiri.

Pasal 165

Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan pejabat
lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat
dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap Bendahara,
Pegawai Negeri Sipil bukan bedahara dan pejabat lain tidak
membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 166

Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau
pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa, jika
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau
dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak
dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
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Pasal 167

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur
pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan
bendahara ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
Pasal 169

Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas
pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan
pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

(1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah
untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan
efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang
pengelolaannya  dilakukan berdasarkan kewenangan yang
didelegasikan oleh Bupati.

(2) BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah,
dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.

(3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada
BLUD, terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

(4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh
Bupati.

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan
efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada
masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja
BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan
keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

(7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada
masyarakat, BLUD diberi fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangannya.
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Pasal 171

(1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Rencana
Strategis Bisnis BLUD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya
menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat,
badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD
lainnya.

Pasal 172

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) merupakan
penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan
berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 173

(1) RBA yang telah disusun disampaikan kepada Kepala SKPD untuk
dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.

(2) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD.

Pasal 174

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) atau RKA-SKPD
beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2)
selanjutnya oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan
penelaahan.

Pasal 175

Bagi SKPD atau unit kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD, penganggarannya dalam belanja sampai pada jenis
belanja.

Pasal 176

(1) DPA-BLUD mencakup antara lain:
a. pendapatan dan biaya ;
b. proyeksi arus kas ;
c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan
dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan
anggaran.

(3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang
setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.
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Pasal 177

DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 176 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang
bersumber dari APBD.

Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang
tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan
dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan
memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam BLUD.

Pasal 178

DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja  yang
ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),merupakan
manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD,
yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance
agreement).

Pasal 179

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber selain dari
APBD dan APBN dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan
untuk disampaikan kepada PPKD.

Penyampaian SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setiap tiga bulan selambat-lambatnya tanggal 10
bulan pertama triwulan berikutnya.

SPM Pengesahan dilampiri dengan surat pernyataan tanggung
jawab (SPTJ), Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas, yang
ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 180

Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan
atau jasa pemerintah.

Pengadaaan barang dan atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip
efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif,
akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang
berlaku umum bagi pengadaan barang dan atau jasa pemerintah.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan atau jasa
yang sumber dananya bukan berasal dari APBD atau APBN.
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Pasal 181

(1) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke
Rekening Kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan
BLUD.

(2) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD dan
dicatat dalam Kode Rekening Kelompok Pendapatan Asli Daerah
pada Jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan Obyek
Pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

(3) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat
dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai
Rencana Biaya Anggaran (RBA).

(4) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran
berikutnya kecuali atas permintaan bupati disetorkan sebagian
atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi
likuiditas BLUD.

(5) Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan
sebagai biaya operasional BLUD.

(6) Tata cara pengelolaan keuangan dan operasional BLUD diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 182

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55.1 Tahun 2009 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 183

(1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dalam
pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
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b. Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik
Daerah;

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah;

Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Unit Pelaksana
Teknis/Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK selaku Kuasa
Pengguna Barang Milik Daerah;

e. Penyimpan Barang Milik Daerah ; dan

f. Pengurus Barang Milik Daerah.

o

Pasal 184

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik

Daerah mempunyai wewenang :

a. menetapkan kebijakan pengelolaanBarang Milik Daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah
yang memerlukan persetujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang
Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan

f. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan.

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf a
berwenang dan bertanggungjawab:

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang

Milik Daerah;

b. meneliti dan menyutujui rencana kebutuhan Barang Milik
Daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui
oleh Bupati;

e. mlakukan koordinasi dan pelaksanaan inventarisasi Barang
Milik Daerah; dan

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerahsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf c¢ bertanggungjawab
mengkoordinir penyelengaraan pengelolaan Barang Milik Daerah
yang ada pada masing-masing SKPD;

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang

Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan

bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi
SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui
PengelolaBarang Milik Daerah;
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b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan
dan penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati
melalui Pengelola Barang Milik Daerah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang
Milik Daerah;

g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola
Barang Milik Daerah;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan
(LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola
Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagiamana dimaksud
dalam Pasal 183 ayat (2) huruf d berwenang dan
bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi
Unit Kerja yang dipimpinnya kepada KepalaSKPD yang
bersangkutan;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaannya;

c. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memeliharan Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan  (LBKPT) yang berada dalam
penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

Penyimpan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183 ayat (2) huruf ebertugas menerima, menyimpan dan
menyalurkan barang yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.
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Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183 ayat (2) huruf f bertugas mengurus Barang Milik Daerah
dalam pemakaian pada masing-masing Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Perencanaan, Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 185

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dalam RKA-
SKPD setelah memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah
yang ada.

Perencanaan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik
Daerahdisusun dalam RKA-SKPD dengan memperhatikan data
barang yang dalam pemakaian.

Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
didasarkan pada rencana kebutuhan Barang Milik Daerah dan
rencana kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 186

Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah
berpedoman pada standar sarana dan prasarana serta standar
harga.

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengadaan

Pasal 187

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing,
adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan sesuai
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah.

Pasal 188

Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa
pemerintah daerah kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.
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Format Laporan Hasil Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XLIII Peraturan ini.

Bagian Kelima
Penerimaan dan Penyaluran

Pasal 189
Hasil pengadaan barang diterima oleh Penyimpan Barang.

Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan
Barang Milik Daerah.

Hasil pengadaan barang yang telah diterima oleh Penyimpan
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan
dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 190

Hasil pengadaan Barang Milik Daerah tidak bergerak/bergerak
diterima oleh Kepala SKPD dan kemudian dilaporkan kepada
Bupati untuk ditetapkan penggunaannya.

Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 191

(1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 190 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti, dan
menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan
yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian
dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(2) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud

(1)

)

@)

pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.
Pasal 192

Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban
Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari
suatu perizinan tertentu.

Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang
merupakan sumbangan, hibah, wakaf, dan penyerahan dari
masyarakat.

Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)
dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
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(4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya mencatat,
memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 193

(1) Penyaluran Barang Milik Daerah oleh Penyimpan Barang
dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang
(SPPB) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disertai
dengan Berita Acara Serah Terima.

(2) Pengguna Barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada
Pengelola Barang Milik Daerah melalui Pembantu Pengelola Barang
Milik Daerah.

(3) Kuasa Pengguna Barang wajib melaporkan stock atau sisa barang
kepada Pengguna Barang.

Bagian Keenam
Penggunaan

Pasal 194

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan
oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai
tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 195

(1) Status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(2) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang
diterima kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku
Pengelola Barang Milik Daerah disertai dengan usul
penggunaannya.

b. Pengelola Barang Milik Daerah meneliti usulan penggunaan
Barang Milik Daerah yang disampaikan oleh Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selanjutnya
menyampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan status

penggunaannya.
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Bagian Ketujuh
Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 196

Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan
pengamanan hukum.

Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan
tertib dan aman.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna  Barang
bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang
ada di bawah penguasaannya.

Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan

Pasal 197

Bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi :
a. sewa;

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan; dan

d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna
Barang kepada  Pengelola Barang Milik Daerahdapat
didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani APBD,
khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya
penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Bagian Kesembilan
Penghapusan

Pasal 198

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

a. penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang;

b. penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan Barang Milik Daerah dengan penghapusan dari
daftar barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal
Barang Milik Daerah sudah tidak dalam penguasaan Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
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(3) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan penghapusan dari
daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah beralih
kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.

(4) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan cara penghapusan
daftar barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah atas nama Bupati.

(5) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan cara penghapusan dari
daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 199

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut
pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Daerah dimaksud:

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak
dapat dipindahtangankan;
b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undanganan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
oleh Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Pengelola Barang
Milik Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan
kepada Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pemindahtanganan

Pasal 200

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah adalah pengalihan
kepemilikan sebagai tindaklanjut dari penghapusan.

(2) Bentuk-bentuk pemindahtanganan :

a. penjualan;

b. tukar menukar;

c. hibah; dan

d. penyertaan modal.

Bagian Kesebelas
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 201

Guna pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah,
maka Pengelola Barang Milik Daerah berwenang melakukan
pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan, penggunaan,
pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam
rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah.
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Bagian Keduabelas
Pengelolaan Barang Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 202

(1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap
kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(2) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung
dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapatkan persetujuan
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

(4) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dapat dialihgunakan oleh
Pemimpin BLUD dengan persetujuan bupati.

BAB XV
PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Dasar Pelaksanaan

Pasal 203

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua
Organisasi Pengadaan

Pasal 204

(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang/jasa
melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,;
b. PPKom;
c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang/jasa
melalui Swakelola terdiri atas:
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
b. PPKom,;
c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.
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PPKom dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 205

Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas

dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling
kurang di website www.lpse_kabupaten_purworejo.go.id;

c. menetapkan PPKom;

d. menetapkan Pejabat Pengadaan;

e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
f. menetapkan:

1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
diatas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus miliar Rupiah);
atau

2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh
miliar Rupiah).

g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

i. menyelesaikan  perselisihan antara PPKom  dengan
ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat;dan

j- ~mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen
pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat(1), dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:

a. menetapkan tim teknis; dan/atau

b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan
melalui Sayembara/Kontes.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang
kendali organisasi, maka Pengguna Anggaran dapat mengusulkan
1 (satu) atau beberapa orang Kuasa Pengguna Anggaran kepada
Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 206

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Daerah merupakan
Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Anggaran.
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Kuasa Pengguna Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki kewenangan sesuai pelimpahan dari Pengguna Anggaran.

Bagian Keempat
PPKom

Pasal 207

PPKom merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa.

PPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki integritas;

b. memiliki disiplin tinggi;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta
manajerial untuk melaksanakan tugas;

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
KKN;

e. menandatangani Pakta Integritas;

f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan

g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

¢ meliputi :

a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan
bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan
tuntutan pekerjaan;

b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa; dan

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, maka
persyaratan tersebut dapat diganti dengan paling kurang golongan
Illa atau disetarakan dengan golongan Illa.

Pasal 208

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran
bertindak sebagai PPKom sesuai peraturan perundang-undangan
di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat
melimpahkan sebagaian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja
pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus bertindak sebagai
PPKom.
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Pasal 209

Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud
dalamPasal 207 ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai PPKom.

Pasal 210

Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk

ditunjuk sebagai PPKom, maka persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 207 ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:

a. PPKom yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan/atau

b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak
sebagai PPKom.

Pasal 211

(1) Dalam pengadaan barang/jasa, PPKom memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut:

a.

2.0

2]

menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
yangmeliputi:

1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3. rancangan Kontrak.

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
menandatangani kontrak;

menyetujui  bukti pembelian atau menandatangani
Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
mengendalikan pelaksanaan kontrak;

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran;

menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita
Acara Penyerahan;

melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan, kepada
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran setiap
triwulan; dan

menyimpan serta menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam hal diperlukan, PPKom dapat:

a.

mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran :

1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau

2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa.

96



Pasal 212

PPKom dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani
kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran
atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang
dibiayai dariAPBD.

(1)

()

(1)

)

@)

(4)

(1)

Bagian Kelima
ULP/Pejabat Pengadaan

Pasal 213

Untuk memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan
Barang/ Jasa pada SKPDdi Kabupaten Purworejo, dibentuk Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Purworejo.

Sekretariat ULP Kabupaten Purworejo pada Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 214

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh
Kelompok Kerja ULP.

Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan
nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah);

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan  nilai diatas
Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah).

Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan
paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan.

Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.

Pasal 215

Kepala ULP/Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/
Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;

e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
f. menandatangani Pakta Integritas.
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(2) Persyaratan  Sertifikat Keahlian Pengadaan  Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi
Kepala ULP.

(3) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat

Pengadaan meliputi:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website
Pemerintah Kabupaten Purworejo dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kabupaten
Purworejo untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

g. khusus untukKelompok Kerja ULP:

1. menjawab sanggahan;

2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus miliar
Rupiah); atau

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.
10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah).

3. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom;

4. memberikan data dan informasi mengenai penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala ULP;

5. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

6. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala
ULP.

h. khusus Pejabat Pengadaan:

1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah);
dan/ atau

b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta Rupiah);

2. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom;

3. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggar

4. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan
kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan
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(4)

©)

6)

(7)

(8)

)

i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran.

Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;

c. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP
dan melaporkan apabila ada penyimangan dan/atau indikasi
penyimpangan;

d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada Bupati;

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya
manusia pada ULP;

f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok
Kerja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok
Kerja ULP;

g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja ULP yang
ditugaskan di ULP kepada Bupati/PA/KPA apabila terbukti
melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/
atau korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal
diperlukan, Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan dapat
mengusulkan kepada PPKom:

a. perubahan HPS; dan/atau

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai
Negeri Sipil Daerah, baik dari SKPD/ Unit Kerja sendiri maupun
SKPD/ Unit Kerja lainnya.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

untuk :

a. SKPD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus
Pegawai Negeri, maka Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai yang
bukan Pegawai Negeri.

b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, maka anggota
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari
bukan Pegawai Negeri.

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/ atau
memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/ Pejabat
Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil Daerah atau swasta

Kepala ULP dan Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:

a. PPKom;

b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
c. Bendahara; dan
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d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP
untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan SKPD/Unit
Kerjanya.

Pasal 216

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada
SKPD/Unit Kerja, maka Kepala SKPD/ Unit Kerja mengajukan
permintaan personil Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan
proses pemilihan pengadaan barang/jasa kepada Sekretariat ULP
Kabupaten Purworejo.

Sekretariat ULP berdasarkan permintaan dari Kepala SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kelompok Kerja
ULP yang susunan keanggotaannnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati untuk melaksanakan proses pemilihan
pengadaan barang/jasa pemerintah pada SKPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 217

Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah)
dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat
Pengadaan.

Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.
50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dapat dilaksanakan oleh
Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat
Pengadaan.

Bagian Keenam
Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 218

Guna memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Panitia atau
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Anggota Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri
Sipil Daerah, baik dari SKPD/Unit Kerja sendiri maupun
SKPD/Unit Kerja lainnya.

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia atau
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,
dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas;

b. memahami isi kontrak;

c. memiliki kualifikasi teknis;
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d. menandatangani Pakta Integritas; dan
e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Pasal 219

Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 218 mempunyai tugas pokok dan
kewenangan untuk:

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
kontrak;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan.

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis
khusus, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat
membentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas
Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah
Anggota Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang
bersangkutan.

Pasal 220

Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah)
sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dan
pekerjaan jasa  konsultansi dengan  nilai lebih  dari
Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) sampai dengan
Rp.50.000.000,00, (Lima puluh juta Rupiah), maka Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang.

Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai lebih Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dan
pekerjaan  jasa  konsultansi dengan nilai lebih  dari
Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan berjumlah gasal sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta
Rupiah) dan pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai sampai
dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah), maka
pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dapat dilaksanakan
oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Susunan keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari:

b. Ketua : Unsur SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan
pengadaan barang/jasa
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c. Sekretaris: Unsur Teknis/Perencana pada SKPD/Unit Kerja
yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

d. Anggota : Unsur dari pegawai negeri sipil baik dari instansi
sendiri maupun instansi lainnya.

Pasal 221

Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada SKPD masing-
masing.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dibiayai oleh SKPD sendiri; dan/atau

b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dibiayai secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang
diperlukan.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan :
a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan
SKPD;
b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
c. menetapkan kebijakan umum tentang:
1. pemaketan pekerjaan;
2. cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
4. penetapan penggunaan produk dalam negeri.
d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d paling sedikit memuat:

a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;

b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan

d. Dbesarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 222

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD
untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang
akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berjalan.

SKPD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia

Barang/Jasa yang dibiayai dariAPBD, yang meliputi:

a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa
termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;

b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya
pengumuman ulang;

c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;dan

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
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SKPD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilaksanakan pada Tahun
Anggaran berikutnya.

SKPD dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait
honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai
masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh
Bupati.

Pasal 223

Pengguna Anggaran melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran
SKPD.

Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas
kemampuan teknis.

Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang
tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di
beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat
dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran
nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil;

c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket
dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau

d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan
yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak
obyektif.

Pasal 224

Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah
APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD.

Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila
terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat:

nama dan alamat Pengguna Anggaran;

paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;

lokasi pekerjaan; dan

perkiraan besaran biaya.

acop
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Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui website Pemerintah Kabupaten Purworejo dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE Kabupaten Purworejo.

Pengguna Anggaran menyerahkan data sebagaimana tersebut ayat
(2) kepada Sekretariat LPSE Kabupaten Purworejo;

SKPD dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun
Anggaran berikutnya/yang akan datang.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 225

Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri
oleh SKPD sebagai penanggungjawab anggaran, SKPD/Unit Kerja
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis Sumber Daya
Manusia serta sesuai dengan tugas pokok SKPD;

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisipasi langsung masyarakat setempat;

c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan
ketidakpastian dan risiko yang besar;

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokakarya atau penyuluhan;

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei
yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode
kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa;

g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan

pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan

sistem tertentu;

pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bersangkutan;

pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;

penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri
alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

Rkl

Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pekerjaan.
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Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:

a. SKPD Penanggungjawab Anggaran;

b. SKPD/Unit Kerja Pemerintah lain Pelaksana Swakelola;
dan/atau

c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan jenis
pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa secara Swakelola.

Pasal 226

Pengadaan Swakelola oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4) huruf

adilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh SKPD
Penanggungjawab Anggaran; dan

b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai SKPD lain dan/atau
dapat menggunakan tenaga ahli.

Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah
keseluruhan pegawai SKPD yang terlibat dalam kegiatan Swakelola
yang bersangkutan.

Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja

Pemerintah lain Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 225 ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. direncanakan dan diawasi oleh SKPD Penanggung Jawab
Anggaran; dan

b. pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja
Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.

Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat

Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat

(4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola;

b. sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggungjawab Anggaran;
dan

c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain
(subkontrak).

Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban pekerjaan oleh
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola tercantum dalam
Lampiran XLIV Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 227

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh SKPD selaku
Penanggung Jawab Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225
ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan,;
pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada
ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentgang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012;

pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara
berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah
borongan;

pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
berdasarkan Kontrak;

penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap
hari dalam laporan harian;

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang
Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan
dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja Pemerintah pelaksana Swakelola;
UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan,
dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu
yang disesuaikan dengan penyerapan dana;

kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi
setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana
yang ditunjuk oleh PPKom, berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan

Bagian Sembilan
Persiapan Pengadaan

Pasal 228

Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:

moaooe

perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
pemilihan sistem pengadaan;

penetapan metode penilaian kualifikasi;

penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
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Bagian Sepuluh
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 229

Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 228 huruf a terdiri atas kegiatan:

a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan

b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.

Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. PPKom; dan/atau

b. ULP/Pejabat Pengadaan.

Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:

a. menyesuaikan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat
akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat;

c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta
jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan

d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3).

Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan, maka:

a. PPKom mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran untuk
ditetapkan; atau

b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket
pekerjaan melalui PPKom untuk ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Sebelas
Pemilihan Sistem Pengadaan

Paragraf Pertama
Penetapan Metode Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 230

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan
menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Pelelangan, yang terdiri atas Pelelangan Umum dan
Pelelangan Sederhana;

Penunjukan Langsung;

Pengadaan Langsung; atau

Kontes/Sayembara.

poo
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Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan:

Pelelangan Umum;

Pelelangan Terbatas;

Pemilihan Langsung;

Penunjukan Langsung; atau

Pengadaan Langsung.

opoop

Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan:
Pelelangan Umum;

b. Pelelangan Sederhana;

c. Penunjukan Langsung;

d. Pengadaan Langsung; atau
e. Sayembara.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan cara
Kontes/Sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya
yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam
negeri.

Pasal 231

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
dengan pascakualifikasi.

Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan
diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
melalui metode Pelelangan Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan di website Kabupaten Purworejo, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE Kabupaten Purworejo, sehingga masyarakat
luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya.

Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.
Pasal 232

Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling

tinggi Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dapat dilakukan

dengan:

a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya; atau

b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pascakualifikasi.
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Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan di website Kabupaten
Purworejo, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Purworejo,
sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada
negosiasi teknis dan harga.

Pasal 233

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat

dilakukan dalam hal:

a. keadaan tertentu; dan/atau

b. pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa
lainnya yang bersifat khusus.

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu
melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga
diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan

Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus
segera/tidak dapat ditunda untuk:

1. pertahanan negara;

2. keamanan dan ketertiban masyarakat;

3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus
dilakukan segera, termasuk:

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam
dan/atau bencana sosial;

b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat
menghentikan kegiatan pelayanan publik.

b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang
mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional
dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
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c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut
keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen
dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan
hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa
Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak
paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang
hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan
untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

Kriteria Barang Kkhusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa
Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan
Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, meliputi:
a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan
Pemerintah;

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu
kesatuan  sistem  konstruksi dan satu  kesatuan
tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
sebelumnya (unforeseen condition);

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat
kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan
penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
Penyedia yang mampu;

d. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat
kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan
obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan;

e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk
Pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada
masyarakat;

f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka
dan dapat diakses oleh masyarakat; atau

g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang
terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara
pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat
dipertanggungjawabkan.

h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang
bersangkutan.

Pasal 234

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat
(8) dan ayat (4) dapat dilakukan terhadap Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus juta Rupiah) dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operasional SKPD;

b. teknologi sederhana;
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risiko kecil; dan/atau

dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang
perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi
kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

o

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada harga yang berlaku di pasaran kepada Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna  Anggara dilarang
menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk
memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan
maksud untuk menghindari pelelangan.

Pasal 235

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Sayembara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf d

digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi,
budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Kontes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf d
digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik
sebagai berikut:

a. tidak mempunyai harga pasar; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif
dan teknis bagi:

a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;

b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.

Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ULP/Pejabat Pengadaan dapat
menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 12
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
oleh tim yang ahli dibidangnya.

Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan
oleh tim yang ahli dibidangnya.
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Paragraf 2
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 236

ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode
pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan negosiasi teknis dan
biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar
dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan: ¥

a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi
Sederhana;

Penunjukan Langsung;

Pengadaan Langsung; atau

Sayembara.

pog

Pasal 237

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan
melalui Metode Seleksi Umum.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui metode Seleksi
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) huruf a
diumumkan sekurang-kurangnya di website Kabupaten Purworejo,
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Purworejo, sehingga
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi
kualifikasi dapat mengikutinya.

Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7
(tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 238

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui metode Seleksi
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) huruf a
dapat dilakukan apabila Pengadaan Jasa Konsultansi melalui
Seleksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3)
huruf a dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.

Seleksi Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:

a. Dbersifat sederhana; dan

b. bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta
Rupiah).

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi
Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di
website Kabupaten Purworejo dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
Kabupaten Purworejo, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha
yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai
5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.
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Pasal 239

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa
Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3)
huruf b dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus
segera/tidak dapat ditunda untuk:

1) pertahanan negara;

2) keamanan dan ketertiban masyarakat;

3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan
segera, termasuk:

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam
dan/atau bencana sosial;

b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat
menghentikan kegiatan pelayanan publik;

b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut
keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia
Jasa Konsultansi; dan

d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang
hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat
izin pemegang hak cipta.

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa
Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 240

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat

(3) huruf ¢ dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi

yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operasional SKPD; dan/atau

b. Dbernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta
Rupiah).

Pengadaan Langsung dalam Pengadaan Jasa Konsultansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 1 (satu)
Pejabat Pengadaan.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilarang
menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk
memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan
maksud untuk menghindari seleksi.

113



(1)

()

@)

(4)

)

(1)

()

@)

(4)

®)

Pasal 241

Sayembara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) huruf

d dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi
dan metode pelaksanaan tertentu; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif
bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.

Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat
menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka
12Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh
ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang
ahli dibidangnya.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

Paragraf 3
Tanda Bukti Perjanjian

Pasal 242

Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a. bukti pembelian;

b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
d. surat perjanjian.

Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai
dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah).

Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan
untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.
50.000.000,00 (Lima Puluh juta Rupiah).

Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dipergunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.
200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dan untuk Jasa
Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima
puluh juta Rupiah).

Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dipergunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00
(Dua ratus juta Rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai
diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah).
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(6)

(1)

()

(3)

Pengenaan bea materai dan pajak dalam tanda bukti perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 243

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara
elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dan untuk
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima
puluh juta Rupiah) dilakukan secara elektronik.

Pasal 244

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 242ayat (1) bertujuanuntuk:

opoop

(1)

()

3)

(4)

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;

mendukung proses monitoring dan audit; dan

memenuhi kebutuhan akses informasi yang tepat waktu (real
time).

Bagian Ketigabelas
E-Tendering

Pasal 245

Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman
Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah PPKom, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia
Barang/Jasa. ) )
E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan
secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian
dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan
dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen
elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah
ditentukan. ' )
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(5) Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan
integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik;

b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik;
dan
c. tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).

(6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE
Kabupaten Purworejo.

(7) Sekretariat LPSE Kabupaten Purworejo pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

(8) Dalam rangka pelaksanaan transparansi, proses pengadaan
barang/jasa wajib menggunakan Sistem Pelayananan Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik melalui LPSE Kabupaten Purworejo
sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari seluruh
belanja pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD.

Pasal 246

Dalam hal terdapat kegiatan yang berdampak pada penambahan aset,
apabila kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun
anggaran berkenaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 247

Untuk pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan, dalam pelaksanaan kegiatannya tetap
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari
Menteri/Lembaga yang bersangkutan dan disesuaikan dengan pedoman
pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 248

Keberhasilan pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo selain
dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan juga ditentukan oleh
dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi tantangan
dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sebaik-baiknya,
sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Purworejo dapat terwujud
sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 249
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 3O ~12 - tOlY

[BUPATI PURWOREJO!

LS

/,MAHSUN ZAIN
Diundangkan di : orejo
pada tanggal :[ |¢o-i2 - OIY

SEKRETARIS DAE KABUPATEN PURWOREJO

-
-

3 TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2o0(-f NOMOR (o SERI4 NOMOR 9
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PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

TATA CARA DAN MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan.

SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Kepala
DPPKAD selaku PPKD dilampiri Rincian Pergeseran Anggaran beserta
alasan pergeseran.

Bidang Anggaran membuatkan Format Persetujuan Pergeseran untuk
ditanda tangani Kepala DPPKAD selaku PPKD.

Selanjutnya dilakukan pencetakan DPA kegiatan yang mengalami
perubahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi SKPD.

Alur proses sbb :

Usulan

SKPD ' DPPKAD

Tanda tangan

Bid. Anggaran

Cetak DPPA

. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

SPKD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada
Sekretaris Daerah dengan tembusan DPPKAD.

Usulan dikaji kelayakannnya oleh TAPD

Apabila disetujui DPPKAD / Bidang Anggaran membuatkan Format
Persetujuan Pergeseran untuk ditanda tangani Sekretaris Daerah.
Selanjutnya dilakukan pencetakan DPA kegiatan yang mengalami
perubahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi SKPD.

Alur proses sbb :
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SKPD s SEKRETARIS
’ DAERAH

Tanda
tangan
Ka. DPPKAD
Bid. Anggaran
b
Cetak DPPA

3. Pergeseran antar Jenis belanja, antar kegiatan, antar unit organisasi.

- SPKD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Bupati
dengan tembusan DPPKAD.

- Usulan diinventarisir oleh DPPKAD untuk dikaji oleh TAPD untuk
dimasukkan dalam Perubahan Anggaran.

- Alur proses sbb :

SKPD Ueian BUPATI

SEKRETARIS
DAERAH

Ka. DPPKAD

Inventarisir

Bid. Anggaran

TAPD - Kajian/
Pembahasan

y

Cetak DPPA

[BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN
2~
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NUMUK s TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT DOKUMEN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH

Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah).

PEMERINTAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH | NO- Urut
KAB'U'PATEN .............
PURWOREJO ( SKPD)
MASA
TAHUN :
NAMA
ALAMAT
NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK
TANGGAL JATUH TEMPO
NO. KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH
Jumlah Ketetapan Pajak Rp. -
Jumlah Sanksi : a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan :

Dengan huruf :

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan ..................
2.  Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD
diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2% per bulan
Purworejo,
a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
11 - A S S
..................................................... Potong di &I oo niisnnaimiasnsse
No. Ut ccossosens
TANDA TERIMA
NAMA 3 PUrworejo; ...
ALAMAT : Yang Menerima
NPWD :
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II. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah)

PEMERINTAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NO. Urut...........
KABUPATEN
PURWOREJO ( SKRD)
MASA
TAHUN
NAMA
ALAMAT
NOMOR POKOK WAJIB
RETRIBUSI
TANGGAL JATUH TEMPO
NO. KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI JUMLAH
Jumlah Ketetapan Retribusi Rp. -
Jumlah Sanksi : a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan :

Dengan huruf :

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan ..................
2.  Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD
diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

per bulan
Purworejo,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
NIP: coGmsainieniiiiaiissarsnmmnns
..................................................... Potong A SO0 o imsmissivsmiiia i
No. Urut.........

TANDA TERIMA

NAMA PRIWODEJO, «isisnoisnivoviiuas

ALAMAT Yang Menerima

NPWR
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k. FUILLAL DUIAL I GIIAA WJJCUIL QIR (W 1wy

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT TANDA SETORAN ( STS )

STS NO. : Bank : BANK JATENG
No. Rekening :
Harap Diterima uang . R
sebesar g P
( Dengan Huruf)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
URAIAN RINCIAN
NO. KODE REKENING OBYEK JUMLAH
Jumlah | Rp. -
Uang Tersebut Diterima pada tanggal :
Purworejo,
Penyetor
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IV. SUILML JUIGL I CUIUG LFUNU 1 LAY Gl Cu

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

Jalan Proklamasi No. 2 Telpon (0275)325057
PURWOREJO 54111

TANDA BUKTI PEMBAYARAN ( TBP)

Nama Wajib Pajak Daerah
NPWPD
Alamat Wajib Pajak Daerah

Kelurahan / Desa

Kabupaten
Menyetor berdasarkan
NO. KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp.)
Jumlah Setoran Retribusi
Terbilang s sisusinassiimsanbssaagidimg
Diterima Oleh: Purworejo, ............

BENDAHARA PENERIMAAN

Nama lengkap dan cap

WAJIB PAJAK DAERAH / PENYETOR

Nama Lengkap dan tanda tangan

(BUPATI PURWOREJO,

2—_ MAHSUN ZAIN
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L.

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SPP-UP
a. Surat Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Nomor : Tahun 20..

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
................... . (SKPD)
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 20.. tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan

b. SKPD ' ' '
c. Tahun Anggaran

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e. Jumlah SPD : Rp
............. (terbllang

.f. - Nama Bendah ara p engel uaran .................................... )

. el PP tminE dimint; .:. Rp ......................................................
............. (terbﬂang |

PUIWOTEJO; ssussvsuvessssssvossinsins

Bendahara Pengeluaran



I.

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SPP-UP
a. Surat Pengantar
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Nomor : Tahun 20..

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
................... . (SKPD)
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 20.. tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan

T
o T s ——"

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e. Jumlah SPD : Rp
............. (terbﬂang
.f. 5 Nama Bendahara P engel u aran .................................... )
. Jiuwiih Pemlavsrancsing dimint; . Rp ......................................................
............. (terbllang
....................................................................................... )

Purworejo, .......cccceuveeeinnnnnnn.

Bendahara Pengeluaran
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F—

b. Ringkasan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Nomor : Tahun 20..

RINGKASAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor .......... Tanggal .......... tentang
Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD ..........ccccccooiiiiiiininnnnn.
sejumlah Rp .................

TErDUANG: . vivsisiiiis i amRr s
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor : Tahun 20..

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening (Jenis) Uraian Jumlah
1is
2.
3.
TOTAL
PUrworejo, .....cccoceuvieunnrnnnnens

Bendahara Pengeluaran
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d. Surat pernyataan

KABUPATEN PURWOREJO

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP
NOMOR : seasnsnisnmisianessii

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-

UP) yang kami ajukan sebesar Rp ........... 100 (Guwnssmvmsvnrnsssvisiviie ). untuk

keperluan SKPD .......... Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan

dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut di atas akan dipergunakan untuk
keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai
DPA-SKPD.

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus

dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPP-UP SKPD.

Pengguna Anggaran
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II. FORMAT SPP-GU
a. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor : Tahun 20..
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
................... . (SKPD)
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 20... tentang

Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan

b. SKPD
c. Tahun Anggaran

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e. Jumlah Sisa Dana SPD :Rp
............. (terbﬂang

fNama Bendah ara p engel u aran .................................... )

o Tl B dimjnt:; : Rp ......................................................
............. (terbllang |
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor :

RINGKASAN

Tahun 20..

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD [Rp e [1]
RINGKASAN SPD
No.
Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1.
2.
Rp oo,
JUMLAH
o

Sisa Dana yang belum di SPD kan (IFI) | Rp ....ccccuuuvuvvuvnnenne...

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH

Sisa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (IIFIIl) | Rp ..........................
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
Nomor : Tahun 20..

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

No Kode Rekening (Jenis) Uraian Jumlah
1.
2.
3.
TOTAL
TerDUANG: osvisvivsanimmminsssssimmsivissnsassissiensmissismvsssssssvaivsssssasasssuess
PUTWOTEJO; v avsvivsmmsassinssvonass

Bendahara Pengeluaran
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r
III. FORMAT SPP-TU
a. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

(SPP-TU)
Nomor : Tahun 20..
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
................... . (SKPD)
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 20... tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan R e T e e

b. SKPD B R R S SRS TR S

c. Tahun Anggaran S R R S SRR SRR SRS

d. Dasar Pengeluaran SPD NOmMOTI : ....cc.ccoviiiiiiiiiiiiiiiiieeciinenenen.

e. Jumlah Sisa Dana SPD 5 RPisssnsnssoosussnsmsmessaspssssuisss
(terbilang:
....................................................................... )

f. Nama Bendahara Pengeluaran : .........cccooeviiiiiiieniciinieeinennnen,

g. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp ......ccccoeeviiiiieiiiiieecniieennnee.
(terbIang; s e )

h. Nama dan Nomor Rekening Bank :  .....ccccoviiiiiiiiiiiiineiiiiieneeeennns
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b. Ringkasan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)
Nomor : Tahun 20..

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD [Rp oo
RINGKASAN SPD
No, Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
Urut
1.
2.
RD wissssivissnavnirrssvons
JUMLAH
(0
Sisa Dana yang belum di SPD kan (1) | Rp ..........cc...............

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH

Sisa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (II-Ill) | Rp




c. Rencana Penggunaan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)
Nomor : Tahun 20..

Rencana Penggunaan:

Pragram Begetan Waktu Pelaksanaan:
No Kode Rekening (Jenis) ek o
1
2
3
TOTAL RP sowcisvisssivevessess
Terbllan@: . ..cosvsssesvessvnsvves
Purworejo,.....cccuvunnnnen.
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d. Surat Pernyataan

KABUPATEN PURWOREJO
SKPD, corenvonssesmmmmmssnssmsmms

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU
NOMOR 2icuossesmscmsosncsssasnmossswans

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp ........... ,00
(N ). untuk keperluan SKPD .......... Tahun Anggaran
2014, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan
dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang tidak
dapat ditunda.

2. Jumlah Uang Tambahan Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan
yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPP-TU SKPD

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran




e WUAICAL X LI ILyCALCACLLE

KABUPATEN PURWOREJO
5] 14 34 b SRR ——.

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU
NOMOR: icusivssvssosmssmmrisansvovais

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp ........... ,00
T III— ). untuk keperluan SKPD .......... Tahun Anggaran
2014, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan
dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang tidak
dapat ditunda.

2. Jumlah Uang Tambahan Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan
yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPP-TU SKPD

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
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e. Surat Pernyataan

FORMAT SURAT KETERANGAN SPP-TU

KABUPATEN PURWOREJO

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. ... ... ... (terbilang.. ...
...). Untuk keperluan SKPD ... ... ... Tahun Anggaran ....... , dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah tambahan digunakan
VAAK wonusamsanssisrveiss

Jumlah

No. Kode Rekening Uraian (Rp.)

Jumlah

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPP-TU SKPD.

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.



. DU Al I Ty Ao

FORMAT SURAT KETERANGAN SPP-TU

KABUPATEN PURWOREJO

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. ... ... ... (terbilang.. ...
...). Untuk keperluan SKPD ... ... ... Tahun Anggaran ....... , dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah tambahan digunakan

untuk ....ocoeeeeiiieiininnn..

No. Kode Rekening Uraian J:ll!:;la)h

Jumlah

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPP-TU SKPD.

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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IV. FORMAT SPP-LS GAJI DAN TUNJANGAN
a. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : Tahun 20..
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
................... . (SKPD)
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 20... tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan R

b. SKPD R e R S R T

c. Tahun Anggaran § seEssssa R R

d. Dasar Pengeluaran SPD NOMOT @ ....cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiinnecininenenn.

e. Jumlah Sisa Dana SPD % RDlsenissensssinanssssensrisnsfasinis
(terbilang@:  ..cccosiiiiissssnnsensessssivvrniivaiasansssssisssdansiosasssse )

f. Untuk Bulan T smsses s s e ey a s

g. Nama Bendahara Pengeluaran @ ......ccccoooeiiiiiiiniiiiiiniiinn

h. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp .......ccccceeeiiiiiiiiiiiin.
{terbilang; «oucsssmmmmmemsmnssessnmssssassasansssmnnsesssssnesssasssssnen )

i. Nama dan Nomor Rekening Bank : ...,

PUIWOL€JO; wsssecsssmmunsssansunanses

Bendahara Pengeluaran
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b. Ringkasan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)
Nomor : Tahun 20..

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD | ———— (U]
RINGKASAN SPD
No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
Urut
1.
2.
Rp s
JUMLAH
m
Sisa Dana yang belum di SPD kan (F1) | Rp ..........................
RINGKASAN BELANJA
Belanja UP/GU
Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH

Sisa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (II-Il) | Rp

PUTWOTEJO) s ssusvssssusvevessasusss

Bendahara Pengeluaran




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)
Nomor : Tahun 20..

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD R U]
RINGKASAN SPD
lIJ\JI'(l)l‘ t Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1.
2.
JUMLAH Z{)} ..........................
Sisa Dana yang belum di SPD kan (IFI) | Rp «...cccuuuueeeieviunnnnnns

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH

Sisa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (IIFIIl) | Rp ..........................

PUIWOLCJO; wusossnisinsssnassiosnin

Bendahara Pengeluaran
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c. Rincian

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor :

Rencana Penggunaan Dana

Bulan ¥ eromemane

Tahun 20..

RINCIAN

No

Ut Kode Rekening

Uraian Jumlah (Rp)

OO |NION AW N =

TOTAL

Terbilang: .ci.c..sicsssesssssvssvssssinanss

PUIWOTEJO; wuvvvvivissssvvissyssviss

Bendahara Pengeluaran




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor :

Rencana Penggunaan Dana

Bulan

Tahun 20..

RINCIAN

No
Urut

Kode Rekening

Uraian Jumlah (Rp)

OR[N0V AWM=

TOTAL

TEIDUANG: o csovsssssivessssssmsnimsssssvgesarssiessssesmmsssssassssemmsiosessassossoiss

PUEWOTEJO;, «svwsvswsvssvesmswavinase

Bendahara Pengeluaran
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V. FORMAT SPP-LS BARANG JASA
a. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor : Tahun 20..
Kepada Yth.
pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
................... . (SKPD)
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 20... tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan B s e R R R s E A R R

B SKPD @ i

c. Tahun Anggaran Y s O R R

d. Dasar Pengeluaran SPD NOMOT  : ...ccoeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeineeeenennaness

e. Jumlah Sisa Dana SPD t RPsssssssererenssusssessocsssisassoss
(terbilang:  .....coiiiiiiiiiiiiiiiie e )

f. Nama Bendahara Pengeluaran @ ..........ccccceeiieiiiiiiiiieininnnnnnns

g. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp .....ccccceeevvvieeivienceeinnnnnn,
(EIDIABE it ssssssiis s idiss siison s )

PUrWOrejo; ssiiisiiiissessssnaneor
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

(csvssasssesvsssvmvevsine ) (issssssssmsivvsssiaren )




b. Ringkasan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor : Tahun 20..

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

Program 3 SunenRs VAR SR s RO S S SRR N R R TR eSS
Kegiatan S S e e e A AR S s S
Nomor dan Tanggal DPA-/

DPPA-/DPAL-SKPD % ...oiiiiiiiiiiiiieiiietieetieetee et eetaaesaneeanaeaneanneassnsennneens
Neimha PEruSahanil,. | sovsisasoymsimai s s s mrnsamiasiss
Bentuk Perusahaan: a. PT/NV b. CV c. Firma d. Lain-lain.
Alamat Perusahaan: ......cceeiiiiiiiiiiiiieiiie et e ee e e e e eea
Nama Pimpinan Perusahaan  :...........ccciiiiiiiiiiiiiiininneeeieeee e
Nama & Nomor Rekening Bank : ........cccuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieciiieeevieeeannnns
. Nomor Kontrak T
10. Kegiatan Lanjutan : Ya/Bukan

11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : .......ccccccceieeeiiiiieiiiiiieeiiieeieiieennnnnns
12;. . Diskripsi PEKETJAATIE i vinasvnsssouinssssssssssnsssinosss sosasensss sou s vissssasinins

QN =

00 oo

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD | Rp

RINGKASAN SPD

No.

tlind Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana

1.

2;

TUMEBAH | RE s s ()

Sisa Dana yang belum di SPD kan (II) | Rp ............cc...........

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

TUMERH | RO ssisseisnsinnin (Fii)

Sisa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (II-kll) | Rp ..........................




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor : Tahun 20..

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

Program 3 weamumsnsns RS SN KSR SSES mampRe
Kegiatan A
Nomor dan Tanggal DPA-/

DPPA-/DPAL-SKPD @ ...ttt ittt eeei e ee it e e eei e eeeaaseesaaeesnnns
Naiia PeruSahiaan: & s e s iess sy s siesas s isssssssvssmisavis
Bentuk Perusahaan: a. PT/NV b. CV c. Firma d. Lain-lain.
Alamhat Petusaliaails «onemnmnnam sy it
Nama Pimpinan Perusahaan  : ........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiencceeciriiceceeeees
Nama & Nomor Rekening Bank : ........ccoeceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiicccciiecciianes
. Nomor Kontrak S e R R A SR S
10. Kegiatan Lanjutan : Ya/Bukan

11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : .......cc.ccccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieceeniceceenens
12. Diskripsi-PEKEerJaAan o . iicmisisisimmisssassivnsssnsnssissasssvinsnsssosisosssnoisvssss

QLo

© 0 NOv ok

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD [Rp

RINGKASAN SPD

No.

Ut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana

1,

2.

JUMLAH | R wovooooeeeoevrerrree (o

Sisa Dana yang belum di SPD kan (F1I) | Rp ............cccuuuue....

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH | RP voovvovooeeeessieeeanens (iii)

Sisa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (IIF) | Rp ..........c..cce.u.e.....
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c. Rincian

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor : Tahun 20..

RINCIAN

Rencana Penggunaan Dana

No

Urut Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1.
2.
3.
4.
S.

TOTAL
TOTDUAIUG: .- crvversrssnmsessrasonesmsmnnsmasnsonsosssnsnnssrsssnnsossvasasnnssmsnnosrsaenss
PUrWOIC|O) ssssssssssssnsanssusesns
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
Cosssasnsnnas ) Corennnana )




VL.

FORMAT SPP-LS BELANJA TIDAK LANGSUNG PPKD
a. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELUARAN PPKD

Nomor : Tahun 20..
Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.. tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung sebagai berikut:

a. Jenis Belanja T AT AR SR R
b. Tahun Anggaran T
c. Dasar Pengeluaran SPD NOmMOT  : .......ccccevviieieiiiieeninireeennnnnnnnn.
d. Jumlah Sisa Dana SPD 7 R cissninnssnsnsnanssummennnnsnssnsssse
(terbilan@s: ... .oosussmivisvnisissamssssvesssrnssssovsssssissisisiie )
e. Untuk Keperluan Bulan B et R RSN S s
f. Nama Bendahara Pengeluaran : ..........ccccceeeemiiiiicieeenienennnnn...
g. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp .........cccceeeeeieeiivnnnnnnnn.
(EEDIANEGY .vvvsiiisiisiiiimissmemmrmsnmansssssnan e marsinss saion )
h. Nama dan Nomor Rekening Bank :  .........ccccceeeiiiiiiiiieennnnn,

PUTWOT|0; wosmuisvsassnsvanamnvonss

Bendahara Pengeluaran




b. Ringkasan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELUARAN PPKD
Nomor : Tahun 20..

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD | a
RINGKASAN SPD
No.
Uit Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1
2.
Rp e
JUMLAH
(m

Sisa Dana yang belum di SPD kan (IFI) | Rp .........ccccccuveenee...

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAHR? ..........................

Sisa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (II-ITl) | Rp

PUIWOTEJO, ..uvrvvrinnnrrnnnnnnnnnnns

Bendahara Pengeluaran




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELUARAN PPKD

Nomor :

Tahun 20..

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD RD sssaimnnimaons a
RINGKASAN SPD
l?r?; . Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1.
2.
JUMLAH ;E)J ..........................
Sisa Dana yang belum di SPD kan (I1]) | Rp .......ccccvveennnne..
RINGKASAN BELANJA
Belanja UP/GU
Belanja TU
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa
R sivssswanvamansnmsmmss
JUMLAH (5i)
Sisa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (IFIII) | Rp ..........................
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c. Rincian

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELUARAN PPKD

Nomor : Tahun 20..
RINCIAN
Rencana Penggunaan Dana
No : .
Urut Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1.
2:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAL
TerDUlOTIGE svsvsvosssusim stk o s aams s i son s asanssanes sensonnsnsasinasenasosnaes
Purworejo, .......ccccevueeeennnn....
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
(cememmsisessmnsesses ) Cansnmniing, )
NIP cioivisicnsssananses NIP wssscossssismannins

{BUPATI PURWORE.JO,

%: MAHSUN ZAIN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELUARAN PPKD

Nomor : Tahun 20..
RINCIAN
Rencana Penggunaan Dana
No ; g
Urut Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
it
8.
9.
TOTAL
TerbilaNG: . sosssvsvisissvosssissiommivensvsssissismisisn st
PUTWOTEJ0; svessscssaasssessnimsiss
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
(cssssssssssovsevesmanvind ) I —— )
NIP i assammssantasanss 11 § S

(BUPA’I‘I PURWOREJO,

%: MAHSUN ZAIN
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VII. FORMAT SPP GU NIHIL
a. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NIHIL (SPP-NIHIL)
Nomor : .....cocvvvvenennannnn ¥>1505 ) o SO

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purworejo tentang

............... Tahun Anggaran........ Nomor ....... Tahun ..... , bersama ini kami
mengajukan Surat Permintaan Pembayarn Nihil sebagai berikut :
a. Urusan Pemerintahan T RN B Pe W
b. SKPD T e R S SRS SRR SRS R
c. Tahun Anggaran R N R e A e
d. Dasar Pengeluaran SPD 3 e R A SR RS R S
€. Jumlah Sisa Dana SPD § eI SR SR
f. Nama Bendahara Pengeluaran S oo e e AR S PR A s e
Jumlah Pembayaran Yang Diminta :  ....ccccoooiiiieeieiiiiiiiieeeeeeeeen.
Purworejo, .......ccceeeiineeiinennnnnnn.
Bendahara Pengeluaran SKPD...........



vaR. I W/EMVAIAE WFE I WAV IVEREERS

a. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NIHIL (SPP-NIHIL)

J\[03 410 RN Tahun ......ccceeeennene.
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
13114 31 D R
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purworejo tentang
............... Tahun Anggaran........ Nomor ....... Tahun ..... , bersama ini kami

mengajukan Surat Permintaan Pembayarn Nihil sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan 3 smsEsss R RS e
b. SKPD T AT HL M
c. Tahun Anggaran RS S SRS e
d. Dasar Pengeluaran SPD T T
e. Jumlah Sisa Dana SPD % s e e B VSRR S RS
f. Nama Bendahara Pengeluaran S R R R N R AR
Jumlah Pembayaran Yang Diminta : ...
PURWOTE]0; svivvssimimnvninims s

Bendahara Pengeluaran SKPD...........
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b. Ringkasan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NIHIL

NOMOT S s ccssssnemsssssinssamsonsossss Tahun .....

(SPP-NIHIL)

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD /DPAL-SKPD Rp.
No Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
Urut
1.
2.
3.
Jumlah
Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-Il)
RINGKASAN BELANJA
Belanja UP/ GU Rp.
Belanja TU Rp.
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp.
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa Rp.
Belanja Nihil Rp.
Jumlah | Rp.
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan | Rp.
(o-mom)
Purworejo, ......ccocuueueenn.




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NIHIL

NOMOL & coivivsissavssssnssssssissss Tahun .....

RINGKASAN

(SPP-NIHIL)

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD /DPPA-SKPD /DPAL-SKPD

Rp.

No Nomor SPD Tanggal SPD
Urut

Jumlah Dana

WIN=

Jumlah

Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-I)

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/ GU

Rp.

Belanja TU

Rp.

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Rp.

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

Rp.

Belanja Nihil

Jumlah

Rp.

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan

Rp.
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a. Rincian

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NIHIL (SPP NIHIL)

Nomor :
RINCIAN
RENCANA PENGGUNAAN
NO. KODE URAIAN JUMLAH (Rp.)
REKENING
JUMLAH
Terbilang : ..ccccossesessscsssssssssossssssssasssssssssess
PUIWOTrE]0, sscuseresssaansasss
Bendahara Pengeluaran ...................



VIII. FORMAT SPP TU NIHIL
a. Surat Pengantar

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NIHIL (SPP-NIHIL)

NOINOTL S ssssssseerescsresssnses Tahun eccecceececrecenneeee
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD: icusnovsensssnsmsesssosonmmsnssssn
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purworejo tentang

............... Tahun Anggaran........ Nomor ....... Tahun ..... , bersama ini kami
mengajukan Surat Permintaan Pembayarn Nihil sebagai berikut :
c. Urusan Pemerintahan s R
di SKPD. 0§ usssesssessseesses s sisaieiani s
e. Tahun Anggaran === = = 3§ cessssessisssvsavesssiiinbessisiviiiasesies
f. Dasar Pengeluaran SPD R A i AR AR S S SRR SRR
g. Jumlah Sisa Dana SPD 3 R SR SRR s SRR e s
h. Nama Bendahara Pengeluaran G R SRR S SRR A A S S A
i. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : ........ccccceeviiieiiiiiiiinnninnennennnns
Purworejo, .......cccuuenen...
Bendahara Pengeluaran .........c.cccccc...



b. Ringkasan

RINGKASAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NIHIL (SPP-NIHIL)
NOMIOT 5 ceesescanseasesnsasssssassesas Tahun

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

JUMLAH DANA DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD [ S T, (1)
RINGKASAN SPD
N Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
Urut
JUMLAH [Rp....c0covvenennnns (1)
Sisa Dana yang belum di SPDkan (I-II) | Rp ....ccuevvvnennnnnn...
RINGKASAN BELANJA
Belanja UP/GU RP soverseensosvoressasss
Belanja TU RP zescsossuinsasnaizsss
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan o T
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa L
BElanja Nihil |33 oS
JUMLAH | Rp ....c.cuun.e..... (I11)
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dbelanjakan (II- | Rp ......................
111)
Purworejo, .......cccooeueeeee.
Bendahara Pengeluaran ...................




c. rincian

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NIHIL (SPP NIHIL)

NOmOT :....cccvurreencenrennnnne Tahun.........
RINCIAN
RINCIAN PENGGUNAAN
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp.)
RPisssnnusvonsos sonmsnns
| 38 o
RD sucsacsinmssusvivess
RP scuspseussssasnuszuss
RDY o csamaommanammmmaas
Rp oieeiiianinannnn.
e
RD cvcssuemnssavesssens
o
JUMLAH |Rp .ceceeieeiencnnnnnnns
Terbilang ! cusesmnnmsansssssisnsisssis
PULWOLEJO, «ossssonesvnsmasans
Bendahara Pengeluaran ........cccceeceeee
L

JBUPATI PURWOREJO

L

6/ MAHSUN ZAIN




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NIHIL (SPP NIHIL)

NOomOT :....cceverenenrncenennanns Tahun.........
RINCIAN
RINCIAN PENGGUNAAN
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp.)
BD s osssnmnesissinenss
Rp s
RD <:semssiniasssnsmmnis
RPisssuissmemsosssavssens
| 34 o
RDissssssusnanpsisvsss
RP ssvussssswmvvovesmus
RDlsmmmmuenssnsmsss
RD s sivasnsiss simsorsiess
JUMLAH | Rp scssssssusssvsassosons
1Tt T —
Purworejo, .........cceueneee.
Bendahara Pengeluaran .........ccceceaene
NIP. isssisssusisssrsmpmasasvins

JBUPATI PURWOREJO

L

é MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SURAT KETERANGAN SPP-TU

KABUPATEN PURWOREJO

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan Dengan Surat Peermintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
(SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp....... (terbilang......... ) Untuk keperluan
SKPD.....Tahun Anggaran..... dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya
bahwa jumlah tambahan digunakan untuk..............

No Kode Rekening Uraian Jumlah
(Rp)

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan
SPP-TU SKPD.
Purworejo, tanggal..bulan..tahun..

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP

/fsupsn PURWOREJO,

‘ MAHSUN ZAIN



FILKATUKAN BUFA1l FUKWUKEJU
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SURAT KETERANGAN SPP-TU

KABUPATEN PURWOREJO

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan Dengan Surat Peermintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
(SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp....... (terbilang......... ) Untuk keperluan
SKPD.....Tahun Anggaran..... dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya
bahwa jumlah tambahan digunakan untuk..............

No Kode Rekening Uraian Jumlah
(Rp)

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan
SPP-TU SKPD.

Purworejo, tanggal..bulan..tahun..

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)
N

IhUPQTI PURWOREJO,

‘ MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

:1 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

Periode..........

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

No No

urut Bukti Uraman

Tanggal

Kode
Rekening

Penerimaan
(Rp)

Pengeluaran
(Rp)

Saldo
(Rp)

1 2 3 4

Jumlah periode ini

Jumlah sampai periode lalu
Jumlah semua sampai periode ini
Sisa Kas

Kas di bendahara pengeluaran Rp......cc...cceeeueenaes

Terdiri dari:

a. Tunai RP comviciaise
b. Saldo bank RD sesssasavssosvvians
c. Surat berharga Rp ..........cc..c....

Mengetahui;
Pengguna Anggaran

Purworejo, ......ccocevuvenenenn.

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Pengeluaran

[BUPATI PURWOREJO,

4: MAHSUN ZAIN




A EFEEAE VAN ALV EFUSE EREE B WAL VW WOELESRS WS

NOMOR :1 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode............ /@ iaasnanns

Urusan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

No S — No Uil Kode Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
urut 882 | Bukti Rekening (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 S5 6 7 8

Jumlah periode ini

Jumlah sampai periode lalu

Jumlah semua sampai periode ini

Sisa Kas

Kas di bendahara pengeluaran Rp..........ccccccuuueenee.

Terdiri dari:

a. Tunai RP ssvsvsssusisssunss
b. Saldo bank IR, esissmemsmns Rosmes
c. Surat berharga Rp .......c.cceu......

Purworejo, .......ccceeevueeenne.
Mengetahui;
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/
Bendahara Pengeluaran
NIP NIP

[BUPATI PURWOREJO,

é MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT DOKUMEN SEMENTARA PENGELUARAN

A. BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD Halaman :...
No Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Tanggal | BKU Uraian (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 S 6
Jumlah
............ , tanggal ..............
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.




PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

TAHUN 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT DOKUMEN SEMENTARA PENGELUARAN

A. BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD Halaman :...
No Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Tanggal | BKU Uraian (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah
............ , tanggal ..............
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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B. BUKU SIMPANAN/BANK

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU SIMPANAN / BANK

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD
Halaman:.....
No. Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Tanggal | BKU Uraian (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah
......... , tanggal ................
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.




= AF. EAFWEANS SIAENAE XRAWAREY J ESEREVER

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU SIMPANAN / BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD
Halaman:.....
No. Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Tanggal | BKU Uraian (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah
......... » tanggal ..csanssrnes
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

154
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C. BUKU PAJAK

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU PAJAK PPN/ PPh
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD
Halaman:......

Tangg No. : Pemotongan | Pengeluaran Saldo

al | By | Uraan (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 S 6

Jumlah
......... ,tanggal ................
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.




. AFUIMW I SWMISADL

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU PAJAK PPN/ PPh
BENDAHARA PENGELUARAN

e et

SKPD
Halaman:......

Tangg No. Usataii Pemotongan | Pengeluaran Saldo

al BKU (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 S 6

Jumlah
......... sgtangeal coocaaas
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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D. BUKU PANJAR

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD
Halaman:....
No. ; Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Tanggal BKU Uraian Ref. (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 S © T
Jumlah
............ tanggal ................
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.



L. DUNV I uUwWian

KABUPATEN PURWOREJO

BUKU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD
Halaman:....
No. ; Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Tanggal Uraian Ref.
8881 | BKU (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah
............ tanggal ................
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.
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E. BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN

PER RINCIAN OBYEK

SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening:

Kredit APBD :
Tahun Anggaran :
Pengeluaran (RP)
Nomor BKU LS UP/GU/TU Jumlah
1 2 3 4
Jumlah Bulan Ini
Jumlah Sampai dengan Bulan lalu
Jumlah Sampai dengan Bulan ini
............ tanggal ................

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)
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F.REGISTER SPP

KABUPATEN PURWOREJO

REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

STATUS : DRAFT/FINAL/BATAL

Urusan
Bidang
Organisasi
Sub Unit
Organisasi
No. Tangeal Nomor | Jenis Uraian Jumlah SPP
Urut g8 SPP | SPP (Rp)
Jumlah
Mengetahui, Mengetahui,
Bendahara
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.

/ BUPATI PURWOREJO,

-2 MAHSUN ZAIN




LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

KARTU KENDALI KEGIATAN

NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
NAMA PPTK

No Kode Uraian Pagu Realisasi Sisa
Urut | Rekening Anggaran Kegiatan Pagu

Kegiatan (SP2D) Anggaran
(Rp) (Rp) (Rp)
JUMLAH
Purworejo,..............
Mengetahui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

{BUPATI PURWOREJO,

>

MAHSUN ZAIN

k.



PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

KARTU KENDALI KEGIATAN

NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
NAMA PPTK

No Kode Uraian Pagu Realisasi Sisa
Urut | Rekening Anggaran Kegiatan Pagu

Kegiatan (SP2D) Anggaran
(Rp) (Rp) (Rp)
JUMLAH
Purworejo,..............
Mengetahui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

(BUPATI PURWOREJO,

[\ N

MAHSUN ZAIN
L
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SPM

KABUPATEN PURWOREJO

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Format:
TAHUN ANGGARAN .............. UP/GU/TU/LS"
Nomor SPM : .................
(Disi oleh PPK-SKPD)
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan:
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA"....
Supaya menerbitkan SP2D kepada:
SKPD :
....................................................................... Uraian
No. (No. Rekening) Jumlah Ket
Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga® Iuran Wajib Pegawai
............................................................ 1. Negeri
Nomor Rekening Bank : ... Tabungan Perumahan
........................................ 2. Pegawai
INPWP S s svssssssssnspainssossniesssensss aars susue A eSS AR RH AN < R
Dasar Pembayaran/ No. dan Tanggal SPD : ............
Untuk Keperluan: § souuaiiaiigiess sisisas v s iimsivsss
1. Belanja Tidak Langsung™) Jumlah Potongan | Rp.......
2. Belanja Langsung "
Pembebanan pada Kode Rekening : Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
(Kode Rekening) :  ....cceereennnns RDissssssnssn No. Uraian Jumlah Ket
(Kode Rekening) : .......cccceeeeen Rpsaviaveies 1; PPN
(Kode Rekening) :  ...cccocoeeenene 7 2. PPH
(Kode Rekening) @  ....cccoeeeeennnn. |73 o SRR
Rp
(Kode Rekening) = i Jumlah | ...
(Kode Rekening) : ... Jumlah SPM RP ....... o
(Kode Rekening) Uang sejumlah :
(Kode Rekening)
(Kode Rekening)
(Kode Rekening) : ....cccccccveeeeee. Rpoeeeees | s , tanggal ................
(Kode Rekening) Kepala SKPD,

Jumlah SPP yang Diminta
Nomor dan Tanggal SPP

) coret yang tidak perlu
“l_Pilih yang sesuai

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stemp

1 oleh SKPD

{BUF‘WORE}JO,

+« MAHSUN ZAIN




NOMOR :
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

TAHUN 2014

FORMAT SPM

KABUPATEN PURWOREJO

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Format:
TAHUN ANGGARAN .............. UP/GU/TU/LS"
Nomor SPM : ......cccueenens
(Disi oleh PPK-SKPD)
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan:
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA"....
Supaya menerbitkan SP2D kepada:
SKPD :
....................................................................... Uraian
No. (No. Rekening) Jumliah Ket
Iuran Wajib Pegawai
1. Negeri
Nomor Rekening Bank : ........cccccciiiiiiiiiciiniciniiiiennnnnen, Tabungan Perumahan
.................................................................................. 2. Pegawai
(3 S I —— 3.l e
Dasar Pembayaran/ No. dan Tanggal SPD : ............
UntaK Keperluan': cissuinsssvissiisssissmassivoivaseissssss
1. Belanja Tidak Langsung™ Jumlah Potongan RpP ......
2. Belanja Langsung *
Pembebanan pada Kode Rekening : Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
(Kode Rekening) : ....ccccoeceiennn. RPussicecsses No. Uraian Jumlah Ket
(Kode Rekening) : .....cccccoeeene. Rp...covvenns L PPN
(Kode Rekening) :  ...ccoceeeiininns RS scsvssss 2. PPH
(Kode Rekening) :  ...ccccceviennnnn Rpssisiasinss
Rp
(Kode Rekening) Jumlah | .........
(Kode Rekening) Jumlah SPM RP ..ccun .-
(Kode Rekening) Uang sejumlah :
(Kode Rekening)
(Kode Rekening)
(Kode Rekeiing) o wovcsnisiwnsy RPbaeaess | esesessveiesisy , tanggal ................
(Kode Rekening) Kepala SKPD,
Jumlah SPP yang Diminta (Tanda tangan)
Nomor dan Tanggal SPP s (nama lengkap)
NIP.
) coret yang tidak perlu
*)_Pilih yang sesuai
SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di el oleh SKPD
{BUWOREJO,
+ MAHSUN ZAIN
160



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SKPD ....cceeceuvueneee
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM
......... N 0 I
Kepada Yth.
Bendahara/PPTK
. . d]— .........
NOMOL % sueesussossossmsmmvassvsmusussusvesspenossas
Lamipitan's § cosiiiimiomions s oasvsimn i adseasenssssnn

Perihal : Pengembalian SPP

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan/Ganti Uang / Tambahan Uang dan Langsung

(SPP-UP/GU/ TU/LS) Saudara NOMOT .......cccovvueenenenaannnn.
tanggal 200........... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat
untuk diproses.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna anggaran

(nama lengkap)
NIP.

[BUPWOREJO,

Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SKPD cicicssosssssaseres
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM
e Ytk; ........ 20...
Bendahara/PPTK
dl— ................

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan/Ganti Uang / Tambahan Uang dan Langsung

(SPP-UP/GU/ TU/LS) Saudara NOmMOr ........ccceceevieienenannnnn.
tanggal 200........... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat
untuk diproses.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna anggaran

(nama lengkap)
NIP.

Coret yang tidak perlu.

[BUPWOREJO,




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT DOKUMEN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
PERINTAH MEMBAYAR

A. REGISTER SPM

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Periode :
STATUS : DRAFT/FINAL/BATAL
Urusan
Bidang
Organisasi
Sub Unit
Organisasi
Nomor | Jenis
No | Tanggal | SPM SPM Uraian Jumlah SPM (Rp)
Jumlah
Mengetahui, Mengetahui,
Pengguna Anggaran PPK SKPD
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.



| i T = Selaco R |

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT DOKUMEN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
PERINTAH MEMBAYAR

A. REGISTER SPM

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Periode :

STATUS : DRAFT/FINAL/BATAL

Urusan
Bidang
Organisasi
Sub Unit
Organisasi
Nomor | Jenis
No | Tanggal | SPM SPM Uraian Jumlah SPM (Rp)
Jumlah
Mengetahui, Mengetahui,
Pengguna Anggaran PPK SKPD
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT DOKUMEN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENGGUNAAN DANA

A.REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER PENERIMAAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Halaman
No. Urut Tanggal Uraian Jurr}ll;ag) Sed Keterangan
! 2 3 4 5
Jumlah
Purworejo,
T P
Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran PPK - SKPD
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.



NUMUK 5 1IANMUN 2U19
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT DOKUMEN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNG JAWABAN

PENGGUNAAN DANA

A.REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER PENERIMAAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Halaman
No. Urut Tanggal Uraian Jum(lsll;) HEd Keterangan
1 2 3 4 )
Jumlah
Purworejo,
Mengetahwi, 0
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran PPK - SKPD

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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B. REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELUARAN

KABUPATEN PURWOREJO

REGISTER PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Halaman :......cccoeeeiiiiiiieininininananannns
No. ; Jumlah SPJ
thevit Tanggal Uraian (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5
Jumlah
PUTWOTEJO; ossivusonssinuns
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran PPK - SKPD
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.



| s LF. NUCASIWD N I EAVIILASOALLMNIV LA WINVLIVY I I I MUV W IVURIOL WY CALT LY

PENGELUARAN

KABUPATEN PURWOREJO

REGISTER PENGESAHAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Halaman 3. . ..owrxmmmonessnmrrssenponyansmss
No. : Jumlah SPJ
Uruit Tanggal Uraian (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5
Jumlah
Purworejo, .......cceuunen.
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran PPK - SKPD

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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C. SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

£33 10 2] | PR
SURAT PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN ( SPJ)
Purworejo, ...............
NOMOE  Sissssenummnsssssss Kepada Yth.
Lampiran :.......cc.coeeeenee. Bendahara Pengeluaran / PPTK......
Perihal :Penolakan SPP = = asssasssissesmmiisiaissiesiminsivsidi
di —
Purworejo

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada Periode

............. tanggal ........... bulan .............. tahun ...... ditemukan kesalahan
sebagai berikut :
Lo msvmminnnpissmuos o oo S R S S B Y S S R S RS RN
D A S T S S S e SR S SR S
Sitiass s R R
B amsevnsmevess sty s R RS R S S S R e RS SR S SR R R
L PN
Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban Saudara sebesar
RP. soness
Pada tanggal ............. Bulan: :c..o.ceass Tahun ..o ( Bulan SPJ ) tidak
dapat disahkan untuk dicatat sebagai saldo tanggal .............. bulan. ..
{71010 1 ¢ SEORPRRIPTN

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna anggaran

(nama Iengkap)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala SKPKD

2. Inspektur Kabupaten Purworejo
3. Arsip




e DUINNMNIE T CAVULANANMIVT LA UNVTUIY T DNMITUMTUITUIVLURA W ALY I DATUWU DA AWy

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SKPD siu0sussssunsnsssvsssnssisssuaies s ssseamssons svaasrisions
SURAT PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN ( SPJ)
Purworejo, ...............
NOmor Lemassnasass Kepada Yth.
Lampitan. fussessssssssess Bendahara Pengeluaran / PPTK......
Perihal : Penolakan SPP e
di —
Purworejo

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada Periode

............. tanggal ........... bulan .............. tahun ...... ditemukan kesalahan
sebagai berikut :
s e R R S S S e S S R s s e
D i v R S RS S B e A S R TR R
2 O
L T Ty
D T R R R N A AR S R S S S S R A
Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban Saudara sebesar
RP: wusnsca
Pada tanggal ............. Bulan .............. Tahun ............ ( Bulan SPJ ) tidak
dapat disahkan untuk dicatat sebagai saldo tanggal .............. o761 F:1 s
tahun. ..o

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna anggaran

(nama Iengkap)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala SKPKD

2. Inspektur Kabupaten Purworejo
3. Arsip
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D. REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELUARAN

KABUPATEN PURWOREJO

REGISTER PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Halaman :........cccceeevenennne.
No. . Jumlah SPJ
Urat Tanggal Uraian (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5
Jumlah
Purworejo, ...............
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran PPK - SKPD
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.




| comid AV, FUCASIAD N Do\ X EAVULAANIAIY LA WIWLIV I D L AUIVUNU W IVURY L WY LSO Y

PENGELUARAN

KABUPATEN PURWOREJO

REGISTER PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

Halaman &.ccusessssssmassssss
No. 2 Jumlah SPJ
Usut Tanggal Uraian (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5
Jumlah
Purworejo, ...............
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran PPK - SKPD
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.
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E. REGISTER PENUTUPAN KAS

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutupan Kas
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu

Jumlah Transaksi s/d bulan
Jumlah Penerimaan s/d Tanggal 31 Desember 20... Rp. NIHIL
Jumlah Pengeluaran s/d Tanggal 31 Desember 20.... Rp. NIHIL
Saldo Buku Rp. NIHIL
Saldo Kas

Terdiri Atas :

1. Uang Kertas

Pecahan Rp 100.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 50.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 20.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 10.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 5.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 1.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp NIHIL
2. Uang Logam
Pecahan Rp 1.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 200 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 100 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 50 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 25 0 Lembar Rp NIHIL
3. Kertas Berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonasi / SP2D, Wesel. cek, Saldo Bank,
Materai dan Materai dan sebagainya : Rp NIHIL
JUMLAH Rp NIHIL
Perbedaan Positif/ Negatif Rp NIHIL

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif : -

Purworeio, .....c...ccueeeen.
Mengetahui Bend. Penerimaan Pembantu/
Bendahara Penerimaan/ Bend. Pengeluaran Pembantu

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap) NIP.c oo

[BUPATI PURWOREJO,

s



Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutupan Kas
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu

FUL/ANIAD L N X KAV I WK SRV DAy

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER PENUTUPAN KAS

Jumlah Transaksi s/d bulan

Jumlah Penerimaan s/d Tanggal 31 Desember 20... Rp. NIHIL
Jumlah Pengeluaran s/d Tanggal 31 Desember 20.... Rp. NIHIL
Saldo Buku Rp. NIHIL
Saldo Kas
Terdiri Atas :
1. Uang Kertas
Pecahan Rp  100.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 50.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 20.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 10.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 5.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 1.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp NIHIL
2. Uang Logam
Pecahan Rp 1.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 200 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 100 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 50 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 25 0 Lembar Rp NIHIL
3. Kertas Berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonasi / SP2D, Wesel. cek, Saldo Bank,
Materai dan Materai dan sebagainya : Rp NIHIL
JUMLAH Rp NIHIL
Perbedaan Positif/Negatif Rp NIHIL
4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif : -

Purworeio, .......ccceuueanne
Mengetahui Bend. Penerimaan Pembantu/
Bendahara Penerimaan/ Bend. Pengeluaran Pembantu
Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap) NIP..ccosicnivasans

[BUPATI PURWOREJO,

s

2‘ MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

KELENGKAPAN BUKTI PENGELUARAN YANG SAH ATAS PENGELUARAN
SETIAP RINCIAN OBYEK BELANJA

Uraian Obyek
No Belanja Kelengkapan / Lampiran Keterangan
1 2 3 4
1 | Honorarium / Uang - SK Tim Ditandatangani Bupati/PA/KPA

Sidang

- Undangan Sidang
- Daftar Hadir
- Notulen Sidang

- Daftar Penerimaan Uang
- Bukti Setoran Pajak

(sesuai batas kewenangan)

Ditandatangani Bupati/PA/KPA
(sesuai batas kewenangan)
Diketahui PA/KPA
Ditandatangani Pimpinan
Rapat/Sidang

Diketahui Bendahara dan PPTK

2 | Honorarium Tenaga - FC. SK. Tenaga Kontrak Ditandatangani PPTK
Kontrak
- Daftar Hadir Diketahui PA/KPA
- Hasil Pekerjaan Diketahui PA/KPA
- Daftar/Tanda Penerimaan Diketahui Bendahara dan PPTK
Uang
- Bukti Setoran Pajak
3 | Honorarium - Surat Permohonan Ditandatangani PA/KPA
Narasumber Narasumber
- Daftar Hadir Diketahui Bendahara dan PPTK
- Materi
- Daftar Penerima Uang
- Bukti Setoran Pajak
4 | Uang Lembur - Surat Perintah Lembur Ditandatangani PA/KPA
- Daftar hadir atau Funger Diketahui PA/KPA
print datang
dan pulang lembur
- Laporan Hasil Lembur Ditandatangani PA/KPA
- Daftar Penerima Uang Diketahui Bendahara dan PPTK
- Bukti Setoran Pajak
5 | Uang Makan Lembur - Surat Perintah Lembur Ditandatangani PA/KPA
- Daftar hadir atau Funger Diketahui PA/KPA
print datang
dan pulang lembur
- Laporan Hasil Lembur Ditandatangani PA/KPA
- Daftar Penerima Uang Diketahui Bendahara dan PPTK
- Bukti Setoran Pajak
6 | Uang Saku Piket dan - Surat Keputusan Tentang Ditandatangani PA/KPA

Transport Pengawalan

Petugas Piket / Pengawalan
- Jadwal Piket/Pengawalan
- Surat Tugas
- Daftar Penerima Uang
- Laporan

Ditandatangani PA/KPA
Ditandatangani PA/KPA
Diketahui Bendahara & PPTK
Ditandatangani PA/KPA




TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

KELENGKAPAN BUKTI PENGELUARAN YANG SAH ATAS PENGELUARAN
SETIAP RINCIAN OBYEK BELANJA

Uraian Obyek
Belanja Kelengkapan / Lampiran Keterangan
2 3 4
Honorarium / Uang - SK Tim Ditandatangani Bupati/PA/KPA
Sidang (sesuai batas kewenangan)
- Undangan Sidang Ditandatangani Bupati/PA/KPA
(sesuai batas kewenangan)
- Daftar Hadir Diketahui PA/KPA
- Notulen Sidang Ditandatangani Pimpinan
Rapat/Sidang
- Daftar Penerimaan Uang Diketahui Bendahara dan PPTK
- Bukti Setoran Pajak
Honorarium Tenaga - FC. SK. Tenaga Kontrak Ditandatangani PPTK
Kontrak
- Daftar Hadir Diketahui PA/KPA
- Hasil Pekerjaan Diketahui PA/KPA
- Daftar/Tanda Penerimaan Diketahui Bendahara dan PPTK
Uang
- Bukti Setoran Pajak
Honorarium - Surat Permohonan Ditandatangani PA/KPA
Narasumber Narasumber
- Daftar Hadir Diketahui Bendahara dan PPTK
- Materi
- Daftar Penerima Uang
- Bukti Setoran Pajak
Uang Lembur - Surat Perintah Lembur Ditandatangani PA/KPA
- Daftar hadir atau Funger Diketahui PA/KPA
print datang
dan pulang lembur
- Laporan Hasil Lembur Ditandatangani PA/KPA
- Daftar Penerima Uang Diketahui Bendahara dan PPTK
- Bukti Setoran Pajak
Uang Makan Lembur - Surat Perintah Lembur Ditandatangani PA/KPA
- Daftar hadir atau Funger Diketahui PA/KPA
print datang
dan pulang lembur
- Laporan Hasil Lembur Ditandatangani PA/KPA
- Daftar Penerima Uang Diketahui Bendahara dan PPTK
- Bukti Setoran Pajak
Uang Saku Piket dan - Surat Keputusan Tentang Ditandatangani PA/KPA
Transport Pengawalan Petugas Piket / Pengawalan
- Jadwal Piket/Pengawalan Ditandatangani PA/KPA
- Surat Tugas Ditandatangani PA/KPA
- Daftar Penerima Uang Diketahui Bendahara & PPTK
- Laporan Ditandatangani PA/KPA
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Uraian Obyek

No Belanja Kelengkapan / Lampiran Keterangan
1 2 3 4
- Bukti Setoran Pajak
7 | Uang Transport dlm Penyelenggara :
rangka Sosialisais / - Undangan Ditandatangani oleh Instansi
Bintek Penyelenggara
- Tanda Terima Uang Diketahui Bendahara dan PPTK
- Daftar Hadir Diketahui PA/KPA
- Bukti Setoran Pajak
- Laporan Ditandatangani oleh Ketua
pelaksana/penyelenggara
Peserta :
- Undangan Jika ada/disposisi pimpinan
- Tanda Terima Uang diketahui bendahara/PPTK
- Bukti setoran Pajak
- Laporan Ditandatangani oleh yang ditugaskan
8 | Belanja ATK dan Belanja | - 0 -5 Juta ----—--------- Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Cetak Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)
- 0-10Juta --—--------- Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom
- 0-200 Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
- > 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
- Pajak: Panitia Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan Barang
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPN
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
9 | Belanja Penggandaan - 0-5Juta ---—----mmmv Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)
- 0-10Juta ------------ Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom
- 0-200 Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
- > 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
- Pajak:
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPN
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
10 | Belanja Makan Minum - 0-5Juta ------------=- Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Rapat Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)
« 0-10Juta ------------ Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima

dan PPKom




No R Kelengkapan / Lam; Keterangan
Belanj / piran
1 2 3 4
- Bukti Setoran Pajak
7 | Uang Transport dim Penyelenggara :
rangka Sosialisais / - Undangan Ditandatangani oleh Instansi

Bintek

- Tanda Terima Uang

- Daftar Hadir
- Bukti Setoran Pajak
- Laporan

Peserta :

- Undangan

- Tanda Terima Uang
- Bukti setoran Pajak

Penyelenggara
Diketahui Bendahara dan PPTK

Diketahui PA/KPA

Ditandatangani oleh Ketua
pelaksana/ penyelenggara

Jika ada/disposisi pimpinan
diketahui bendahara/PPTK

- Laporan Ditandatangani oleh yang ditugaskan
8 | Belanja ATK dan Belanja | - 0 - 5 Juta -------------- Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Cetak Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)
- 0-10Juta ------------ Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom
- 0-200Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
- > 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
- Pajak: Panitia Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan Barang
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPN
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
9 | Belanja Penggandaan - 0-5Juta -------------- Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)
- 0-10Juta ------------ Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom
- 0-200Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
- > 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
- Pajak:
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPN
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
10 | Belanja Makan Minum - 0-5Juta ------------—- Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Rapat Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)
- 0-10Juta -——--------- Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima

dan PPKom
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Uraian Obyek

No Belanja Kelengkapan / Lampiran Keterangan
1 2 3 4
0 - 200 Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
> 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
Pajak :
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPh
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
Surat Undangan Ditandatangani Sekda/PA/KPA
Daftar Hadir Rapat Diketahui PA/KPA
Notulen Rapat Ditandatangani Pimpinan Rapat /
Sidang
Surat Setoran Pajak Daerah Berlaku untuk penyedia dalam
daerah
11 | Belanja Makan Minum 0 - 5Juta ——------------ Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Tamu Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)
0 - 10 Juta ------------ Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom
0 - 200 Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
> 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
Pajak :
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPh

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh

Surat Undangan Penerimaan
Tamu

Daftar Hadir Tamu

Notulen Rapat / Acara Tamu

Surat Setoran Pajak Daerah

Ditandatangani Sekda/PA/KPA

Diketahui PA/KPA
Ditandatangani Pimpinan Rapat /
Sidang

Berlaku untuk Pengusaha Dalam
Daerah

12

Belanja Bahan/Material
Bangunan, Pupuk dan
Bibit

0 - 5 Juta -~——========= Nota

0 - 10 Juta ---------- Kuitansi
0 - 200 Juta --------- SPK
Pajak :

1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPN

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh

Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)

Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom

BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

Panitia Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan Barang

13

Pengadaan Barang
Jasa/Modal melalui




e Belanja Esleaghayes. /| Mnmpto Resorangnn
1 2 3 4
0 - 200 Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
> 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
Pajak :
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPh
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
Surat Undangan Ditandatangani Sekda/PA/KPA
Daftar Hadir Rapat Diketahui PA/KPA
Notulen Rapat Ditandatangani Pimpinan Rapat /
Sidang
Surat Setoran Pajak Daerah Berlaku untuk penyedia dalam
daerah
11 | Belanja Makan Minum 0 - 5 Juta -----------=-- Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Tamu Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)
0 - 10 Juta -----------—- Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom
0 - 200 Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
> 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
Pajak :
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPh
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
Surat Undangan Penerimaan Ditandatangani Sekda/PA/KPA
Tamu
Daftar Hadir Tamu Diketahui PA/KPA
Notulen Rapat / Acara Tamu Ditandatangani Pimpinan Rapat /
Sidang
Surat Setoran Pajak Daerah Berlaku untuk Pengusaha Dalam
Daerah
12 | Belanja Bahan/Material 0 - 5 Juta ------------ Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Bangunan, Pupuk dan Disetujui Pejabat Penerima dan
Bibit PPKom (Paraf)
0 - 10 Juta ---------- Kuitansi | Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom
0 - 200 Juta --------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
Pajak : Panitia Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan Barang
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPN
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
13 | Pengadaan Barang
Jasa/Modal melalui

Jasa Pihak ketiga
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Uraian Obyek

No Belanja Kelengkapan / Lampiran Keterangan
1 2 3 49

(Kontraktual) :

a) Barang 0 - 10 Juta ---—------- Kuitansi | Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom

0 - 200 Juta -------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

> 200 juta ----------- Kontrak BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

Pajak : Panitia Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan
Barang

1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta

---- PPN

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta

---PPN & PPh

b) Jasa Lainnya 0 - 10 Juta ---------- Kuitansi Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom

0 - 200 Juta -------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

> 200 juta ----------- Kontrak BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

Pajak : Apabila hasil pekerjaan berupa Aset
Tak Berwujud maka Panitia
Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan Barang

1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta

---- PPN

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta

---PPN & PPh

c) Pekerjaan Konstruksi 0 - 10 Juta ---------- Kuitansi | RAB

0 - 200 Juta -------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

> 200 juta ----------- Kontrak BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

Pajak :

1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta

---- PPN

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta

---PPN & PPh

d) Konsultansi 0 - 50 Juta ------------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi

Pembayaran

> 50 juta --------------- Kontrak | BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

Pajak :

1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta

---- PPN

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta

---PPN & PPh

14 | Belanja Barang / Jasa 0 - 5 Juta -------------- Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,

yang diserahkan kepada
masyarakat

Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)




VR Wy

No Kelengiapan / Lampiran Keterangan
Belanja
1 2 3 4

(Kontraktual) :

a) Barang 0 - 10 Juta ---------- Kuitansi | Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom

0 - 200 Juta -------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

> 200 juta ----------- Kontrak BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

Pajak : Panitia Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan
Barang

1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta

---- PPN

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta

---PPN & PPh

b) Jasa Lainnya 0 - 10 Juta ---------- Kuitansi | Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom

0 - 200 Juta -------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

> 200 juta ----------- Kontrak BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

Pajak : Apabila hasil pekerjaan berupa Aset
Tak  Berwujud maka Panitia
Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan Barang

1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta

---- PPN

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta

---PPN & PPh

c) Pekerjaan Konstruksi 0 - 10 Juta ---------- Kuitansi RAB

0 - 200 Juta -------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

> 200 juta ----------- Kontrak BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

Pajak :

1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta

---- PPN

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta

---PPN & PPh

d) Konsultansi 0 - 50 Juta ------------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi

Pembayaran

> 50 juta --------------- Kontrak | BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran

Pajak :

1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta

---- PPN

2. Pembelian diatas Rp.2 Juta

---PPN & PPh

14 | Belanja Barang / Jasa 0 - 5 Juta -----------—-- Nota Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,

yang diserahkan kepada
masyarakat

Disetujui Pejabat Penerima dan
PPKom (Paraf)
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No Belanja Kelengkapan / Lampiran Keterangan
1 2 3 4
0 - 10 Juta ------------ Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom
0 - 200 Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
> 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
Pajak : Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan Barang
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPN
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
NPHD (Naskah Perjanjian
Hibah Daerah)
SK Bupati penerima Hibah
SK Bupati tentang
pelimpahan kewenangan
penandatanganan NPHD
BA Serah Terima kepada
Masyarakat
15 | Belanja Pengiriman Undangan/Surat Penawaran Dari pihak penyelenggara
Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis
Surat Tugas dan SPPD Ditandatangani PA
Tanda Terima Uang/Bukti
Pembayaran
Laporan Ditandatangani yang melaksanakan
tugas
16 | Belanja Beasiswa FC SK Penetapan Penerima Ditandatangani Bupati
Pendidikan PNS Beasiswa
FC. Surat [jin Belajar Ditandatangani Bupati
FC. Pernyataan Aktif sebagai Dikeluarkan Pihak Perguruan Tinggi
Mahasiswa
FC. Kartu Mahasiswa
FC. RKS Semester Awal
FC. KHS Semester
selanjutnya
Tanda terima Bea Siswa
17 | Belanja Premi Asuransi Dokumen kontrak Sesuai Perpres 70/2012 dan PP
24/2004
Kesehatan Kwitansi Pembayaran
Bukti Pembayaran Pajak
18 | Belanja Peralanan Dinas Undangan /Disposisi Yang melatarbelakangi pelaksanaan

Dalam Daerah

Surat Tugas

perjalanan dinas

Ditandatangani oleh yang memberi
perintah (pimpinan secara
berjenjang).

Khusus untuk pimpinan SKPD dapat
menandatangani Surat Tugas dan
SPPD untuk dirinya atas nama
pejabat pemberian tugas apabila
atasan tidak berkedudukan dalam
satu wilayah kerjanya.




No iy Kelengkapan / Lampiran Keterangan
Belanja
1 2 3 4
0 - 10 Juta ------------ Dilaksanakan Pejabat Pengadaan,
Kuitansi Ditandatangani Pejabat Penerima
dan PPKom
0 - 200 Juta ----------- SPK BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Pembayaran
> 200 juta-------------- BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi
Kontrak Pembayaran
Pajak : Penerima Pekerjaan wajib
menyerahkan BA serah terima hasil
pekerjaan kepada Penyimpan Barang
1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta
---- PPN
2. Pembelian diatas Rp.2 Juta
---PPN & PPh
NPHD (Naskah Perjanjian
Hibah Daerah)
SK Bupati penerima Hibah
SK Bupati tentang
pelimpahan kewenangan
penandatanganan NPHD
BA Serah Terima kepada
Masyarakat
15 | Belanja Pengiriman Undangan/Surat Penawaran Dari pihak penyelenggara
Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis
Surat Tugas dan SPPD Ditandatangani PA
Tanda Terima Uang/Bukti
Pembayaran
Laporan Ditandatangani yang melaksanakan
tugas
16 | Belanja Beasiswa FC SK Penetapan Penerima Ditandatangani Bupati
Pendidikan PNS Beasiswa
FC. Surat Ijin Belajar Ditandatangani Bupati
FC. Pernyataan Aktif sebagai Dikeluarkan Pihak Perguruan Tinggi
Mahasiswa
FC. Kartu Mahasiswa
FC. RKS Semester Awal
FC. KHS Semester
selanjutnya
Tanda terima Bea Siswa
17 | Belanja Premi Asuransi Dokumen kontrak Sesuai Perpres 70/2012 dan PP
24/2004
Kesehatan Kwitansi Pembayaran
Bukti Pembayaran Pajak
18 | Belanja Peralanan Dinas Undangan /Disposisi Yang melatarbelakangi pelaksanaan

Dalam Daerah

Surat Tugas

perjalanan dinas

Ditandatangani oleh yang memberi
perintah (pimpinan secara
berjenjang).

Khusus untuk pimpinan SKPD dapat
menandatangani Surat Tugas dan
SPPD untuk dirinya atas nama
pejabat pemberian tugas apabila
atasan tidak berkedudukan dalam
satu wilayah kerjanya.
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Uraian Obyek

No Belanja Kelengkapan / Lampiran Keterangan
1 2 3 4
SPPD Sesuai Standar Harga Bupati dan
Peraturan Bupati yang mengatur
perjalanan dinas
Bukti Penerimaan SPPD
Laporan Hasil Perjalanan
Dinas
Pakta Integritas Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak
19 | Belanja Peralanan Dinas Undangan /Disposisi Yang melatarbelakangi pelaksanaan

Luar Daerah

Surat Tugas

SPPD

Bukti Penerimaan SPPD
Laporan Hasil Perjalanan
Dinas

Bukti Transport/Nota BBM
Bukti Penginapan

Pakta Integritas

perjalanan dinas

Ditandatangani oleh yang memberi
perintah (pimpinan secara
berjenjang)

Sesuai Standar Harga Bupati dan
Peraturan Bupati yang mengatur
perjalanan dinas

Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak
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LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ; TAHUN 20“
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini ............ tempeall .oiseesuosconns DUlah, sorrevenssosas AHNT resmrraseswee yang
bertandatangan di bawah ini :

Nama lengkap

Sesuai dengan Peraturan Daerah / Provinsi Nomor ......... tanggal ............ bulan
............. tahun ....................dan kami melakukan Pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap

Jabatan

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor ............ Tanggal ..........cccuuueee ditugaskan

mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam
pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas
b. Uang logam
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan
d. Saldo bank
e. Surat/ Barang/ Benda berharga yang diijinkan
JUMLAH
Saldo uang menurut buku kas umum daerah register dan lain
Sebagainya berjumlah =R carvvasiovesssssonssssssinas
Perbedaan positif/ negatif antara saldo kas dan saldo buku SRPicsssssseavovssisssnssansons

Perjelasan positif / negatif

Yang diperiksa Yang Memeriksa
Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP
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PERATURAN BUPATI PURWOREJ
NOMOR 2 TAHUN 20#
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini ........... tanggal ...........eee. bulan, e tahin socasmenas yang
bertandatangan di bawah ini :

Nama lengkap

Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah / Provinsi Nomor ........... tanggal ............ bulan
............. tahun ....................dan kami melakukan Pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap

Jabatan

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor ............ Tanggal i ditugaskan

mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam
pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas = Rp.
b. Uang logam = Rp...
c: SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan = Rp...
d. Saldo bank = Rp...
e. Surat/ Barang/ Benda berharga yang diijinkan =Rp...
JUMLAH =Rp
Saldo uang menurut buku kas umum daerah register dan lain
Sebagainya berjumlah . < T
Perbedaan positif/ negatif antara saldo kas dan saldo buku bl 1 + T,

Perjelasan positif / negatif

Purworejo, .......c.cceeeevinnnns
Yang diperiksa Yang Memeriksa
Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP: cocosi vsssbuneins NIP....ooinnns
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KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutupan Kas
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu

Jumlah Transaksi s/d bulan

Jumlah Penerimaan s/d Tanggal 31 Desember 20... Rp. NIHIL
Jumlah Pengeluaran s/d Tanggal 31 Desember 20.... Rp. NIHIL
Saldo Buku Rp. NIHIL
Saldo Kas

Terdiri Atas :

1. Uang Kertas

Pecahan Rp  100.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 50.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 20.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 10.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 5.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 1.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp NIHIL
2. Uang Logam
Pecahan Rp 1.000 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 500 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 200 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 100 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 50 0 Lembar Rp NIHIL
Pecahan Rp 25 0 Lembar Rp NIHIL
3. Kertas Berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonasi / SP2D, Wesel. cek, Saldo Bank,
Materai dan Materai dan sebagainya : Rp NIHIL
JUMLAH Rp NIHIL
Perbedaan Positif/Negatif Rp NIHIL

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif : -

Purworeio, .........cccuuuee.
Mengetahui Bend. Penerimaan Pembantu/
Bendahara Penerimaan/ Bend. Pengeluaran Pembantu

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap) NIR: o sousissavanss

(BUPATI PURWOREJO,

#/MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN

Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran merupakan Prosedur
yang digunakan menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor,
membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang
yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran.

A. FUNGSI YANG TERKAIT

Fungsi yang terkait pada Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran,
terdiri atas:

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-
SKPD)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah
(PPKD selaku BUD)

Pembantu Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)

o N

NG R

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan pada Prosedur Penatausahaan Bendahara
Pengeluaran, terdiri atas:

1. Anggaran Kas

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD)

3. Surat Penyediaan Dana (SPD)

4. Register SPD

5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terdiri atas:
a. SPP-Uang Persediaan (SPP-UP)
b. SPP-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)
c. SPP-Tambahan Uang (SPP-TU)
d. SPP-Langsung (SPP-LS
e. SPP-GU Nihil
f. SPP-TU Nihil
Register SPP
Surat Perintah Membayar (SPM)
Register SPM
. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
10.Register SP2D
11.Buku Kas Umum Pengeluaran
12.Buku Kas Umum Pengeluaran Pembantu
13.Buku Pembantu Simpanan/Bank

0 OO
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14.Buku Pembantu panjar

15.Buku Pembantu Pajak PPN/PPh

16.Berita Acara Pemeriksaan Kas

17.Register Penutupan Kas

18. Perincian Pengeluaran per Rincian Obyek

19.Kartu Pengendalian Kredit Anggaran

20.Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran

21.Surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran

C. URAIAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN

Prosedur penatusahaan bendahara pengeluaran terdiri atas:
Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Prosedur Penggunaan Dana

Prosedur Pertanggungjawaban penggunaan Dana (SPJ)

O O b=

[BUPATI PURWOREJO,

R
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LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

A. ADMINISTRATIF

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF
BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD 3
PERIODE :

A. Penerimaan
1. Tunai melalui Bendahara Penerimaan Rp
2. Tunai melalui Bendahara Penerimaan
Pembantu Rp
3. Melalui ke rekening Bendahara
Penerimaan Rp
4. Melalui ke rekening kas umum daerah

A. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan
(A1+A2+A3)
C. Jumlah penyetoran
D. Saldo Kas di Bendahara
1. Bendahara Penerimaan Rp
2. Bendahara Penerimaan Pembantu..... Rp
3. Bendahara Penerimaan Pembantu..... Rp
4

Menyetujui,
Pengguna Anggaran

(Tanda tangan)
(Nama jelas)

Purworejo, tanggal......
Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan)
(Nama jelas)
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B. FUNGSIONAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL

BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD
PERIODE
A. Penerimaan < o MRRHERPRER
1. Tunai melalui Bendahara Penerimaan Rp.......c..c.c......
2. Tunai melalui Bendahara Penerimaan
Pembantu RPosssswsvnsssiass
3. Melalui ke rekening Bendahara
Penerimaan RP . ccansussossssinss

4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp..................

Jumlah penerimaan yang harus disetorkan

(A1+A2+A3) RD.coooveveerennnnns
. Jumlah penyetoran RDiicosssensesmnsnons
. Saldo Kas di Bendahara RO ismariniads
1. Bendahara Penerimaan Rpusaasnns
2. Bendahara Penerimaan Pembantu..... Rpesavassosns
3. Bendahara Penerimaan Pembantu..... Rpicicissssssinisus
4. Dst...coonis
Menyetujui, Purworejo, tanggal......
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
Nama jelas (Nama jelas)
] | 2 IR—— 1] =S

[BUPATI PURWOREJO,

s

4MAHSUN ZAIN

184

TR TSN



WCONOGHWN~

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD

KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD

Tahun Anggaran

Program

Kegiatan

Tanggal SP2D TU

Kode Rekening Uraian Jumlah
Total
Tambahan Uang Persediaan
Sisa Tambahan Uang Persediaan*

mengetahui Purworejo, tanggal.........ccccoeeuneu
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Nama jelas) Nama jelas)
NIP. NIP.

*Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal......

Cara Pengisian:

Judul diisi dengan nama Kabupaten/Kota, nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran
Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU

Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU

Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU

Kolomkode rekening diisi dengan kode rekening belanja

Kolom belanja didisi dengan jumlah rupiah belanja untuk setiap rincian obyek belanja

jumlah adalah total belanja dengan uang TU

Tambahan uang persediaan diisi jumlah tambahan uang persediaan yang diberikan

Sisa tambahan uang persediaan adalah tambahan uang persediaan yang dikurangi jumlah total
belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas

Umum Daerah.
’BUPWWOREJO,

/t AEATTONTTAT 7Z A TAT
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NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD
KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD
Tahun Anggaran
Program
Kegiatan
Tanggal SP2D TU
Kode Rekening Uraian Jumlah
Total
Tambahan Uang Persediaan
Sisa Tambahan Uang Persediaan*
mengetahui Purworejo, tanggal.........ccoceuveunns
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Nama jelas) Nama jelas|
NIP. NIP.

*Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal......

Cara Pengisian:

Judul diisi dengan nama Kabupaten/Kota, nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran
Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU

Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TU

Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU

Kolomkode rekening diisi dengan kode rekening belanja

Kolom belanja didisi dengan jumlah rupiah belanja untuk setiap rincian obyek belanja

jumlah adalah total belanja dengan uang TU

Tambahan uang persediaan diisi jumlah tambahan uang persediaan yang diberikan

Sisa tambahan uang persediaan adalah tambahan uang persediaan yang dikurangi jumlah total
belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas

Umum Daerah.
‘BUPWWOREJO,

/4 MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan.............Tahun............
Kepada Yth.
D1 ;i‘;;:;lpat
Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ......... No.......
tahun ...... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama
ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara
pengeluaran pembantu SKPD........... adalah sejumlah Rp................... dengan

perincian sebagai berikut:

A. Kas di bendahara pengeluaran pembantu

1.1. Saldo awal bulan tanggal Rpusssanssivscsvamuvisis
1.2. Jumlah penerimaan RDsossmnnansansin
1.3. Jumlah pengeluaran RO nsnsmmsasaanme
1.4. Saldo akhir bulan tanggal RP:scovsvmvsvsiessisioe
Saldo akhir bulan tanggal................ terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
RD:ssrnsesss dan saldo di bank sebesar Rp.................
B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
1.1. Saldo di kas tunai 33 o PPN
1.2. Saldo di Bank RP:ssosimmamasinssarmmssosionses
1.3. Saldo total RDssssso o uniinngs
PUTWOLE)0iceseesssssssnsesssonsss

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(nama Iengkap)
NIP.

'BUPQTI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN
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LAUVID IIUNIVY AN E A RS S e
PERATURAN BUPATI PURWOREJ

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan Tahun
Kepada Yth.
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ......... No.......
tahun ...... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama
ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara
pengeluaran pembantu SKPD........... adalah sejumlah Rp..........cccc...e. dengan

perincian sebagai berikut:

A. Kas di bendahara pengeluaran pembantu

1.1. Saldo awal bulan tanggal B s s ro e
1.2. Jumlah penerimaan L7 { s S
1.3. Jumlah pengeluaran RP v
1.4. Saldo akhir bulan tanggal RD oresvssnsansisonsmrasnnarsis
Saldo akhir bulan tanggal................ terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp:ussianiie dan saldo di bank sebesar Rp.................
B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
1.1. Saldo di kas tunai RPiccnssvsmsovasivessimsipe
1.2. Saldo di Bank R conmnnssnsvmaiss
1.3. Saldo total i 1 o R A
Purworejo,.....ccccoeveunennnnn.

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(nama Iengkap)
NIP.

fBUPiTI PURWOREJO,

(MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD e
Tahun
Anggaran e e
Kode Rekenin Uraian Jumlah
Total
Uang Persediaan Awal Periode
Uang Persediaan Akhir Periode

Purworejo, tanggal......................
Bendahara Pengeluaran

Nama jelas
NIP. -

&UP@TI PURWOREJO,



NOMOR > TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD e T e
Tahun
Anggaran Yrswvsvensussssvivssuverssissess

Kode Rekening Uraian Jumlah

Total
Uang Persediaan Awal Periode
Uang Persediaan Akhir Periode

Purworejo, tanggal...........c..ccoeu...
Bendahara Pengeluaran

Nama jelas
NIP. -

&UP@TI PURWOREJO,

éMAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XXII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN

KABUPATEN PURWOREJO

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD Miunises s i
Tahun Anggaran e e B S e
Program T I———
Kegiatan s s
Tanggal SP2D TU TR R
Kode Rekening Uraian Jumlah
Total
Tambahan Uang Persediaan
Sisa Tambahan Uang
Persediaan*
Menyetujui: Purworejo, tanggal......
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Nama jelas) Nama jelas
NIP. NIP.

[BUPATI PURWOREJO,

4MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XXV

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SKPKD

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD

Bendahara Pengeluaran SKPKD

Tahun Anggaran
Bulan

- PPKD
Kode Jumlah S 18 Sisa Pagu

Uraia
Rekening n Anggaran l.di'fll‘llllll Bulan ini I.d.i:rhn Anggaran

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 = (3-6)

Mengetahui, Purworejo, tanggal ...............
Bendahara Pengeluaran
PPKD PPKD

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP NIP

Bupiﬁl PURWOREJO,

iMAHRI IN ZATN



FEKA1IUKAN DUFALL FUKWUKEJU
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SKPKD

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD

Bendah Pengel SKPKD
Tahun Anggaran
Bulan
SPJ - LS PPKD
Kode Jumlah Sisa Pagu
Rekening Uraian Anggaran l.di:l:hn Bulan ini t.d.l:lnhn Anggaran
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 = (3-6)
JUMLAH
— SP2D
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Penerimaan
Pengeluaran
- SPJ (LS)
- Peyetoran Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran
Saldo Kas
Mengetahui, Purworejo, tanggal ...............
Bendahara Pengeluaran
PPKD PPKD
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP NIP
BUPQTI PURWOREJO,
4 MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XXVI

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN BUD
A. LAPORAN POSISI KAS HARIAN

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN POSISI KAS HARIAN

Hari
Tanggal
Periode
Transaksi
Nomor . - Uraian Penerimaan Pengeluaran
sP2D | sts | Lain-lain
1 2 3 4 5
Jumlah
Perubahan posisi kas harian
Posisi kas (H-1)
Posisi kas (H)
Rekapitulasi posisi kas
di BUD
Saldo di Bank 1 RPGcecesees
Saldo di Bank 2 RD\sssaseven
Total saldo kas * Rp..........
Purworejo,.............

Bendahara umum Daerah

(Nama Jelas)
NIP




S ——

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR x TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN BUD
A. LAPORAN POSISI KAS HARIAN

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN POSISI KAS HARIAN

Hari
Tanggal
Periode
Transaksi
Nomor e Uraian P i Pengel
sP2D [ sTS | Lain-lain
1 2 3 4 5
Jumilah
Perubahan posisi kas harian
Posisi kas (H-1)
Posisi kas (H)
Rekapitulasi posisi kas
di BUD
Saldo di Bank 1 Rp..........
Saldo di Bank 2 Rbisisis
Total saldo kas * RDsissis
Purworejo,.............

Bendahara umum Daerah

(Nama Jelas)
NIP

196



o

B. REKONSILIASI BANK

KABUPATEN PURWOREJO
REKONSILIASI BANK
Periode.............

Saldo kas umum daerah menurut buku
Saldo kas umum daerah menurut buku
Selisih

Keterangan selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank

1. STS No.. | 33’5 TR,
2. Bukti lain yang sah RD:ccssessiissninsss
3. Dst... Rbusamvans
B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank
1. SP2D No.. RDiwswsnasenmmon
2. Bukti lain yang sah RD: i dsiisine
3. Dst... RDicousvessnsaasnas
C. Penerimaan yang telah dicatat oleh, Bank
Belum dicatat oleh buku
1. STS No.. RDiconesarnsansansns
2. Nota Kredit No. Rp.ciiiiiiinnnn,
3. Bukti lain yang sah RP e
4. Dst... RDicswswsssvsesosss
D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,
Belum dicatat oleh buku
1. SP2D No.. Rp.coeiiiiinn,
2. Bukti lain yang sah R sssvissownssnss
3. Bukti lain yang sah RpP:sussssssssassisss
4. Dst... 2 T

Purworejo, tanggal......
Bendahara Umum Daerah

(Tanda tangan)
Nama jelas’



—

EF. FUESMANJIVAFILAIIAYE EPrRivER E esis Gt |

KABUPATEN PURWOREJO
REKONSILIASI BANK
Periode.............
Saldo kas umum daerah menurut buku 34 o SO
Saldo kas umum daerah menurut buku Rpussusszsssnnss
Selisih Rpissssvossassves

Keterangan selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank

1. STS No.. RDusssswvsnamiassie
2. Bukti lain yang sah R :cowsvssmnoansins
3. Dst... RP.cosessoscssosnnas
B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank
1. SP2D No.. R cosisesvansns
2. Bukti lain yang sah RP:cwsss sosnmsnsasa
3. Dst... RDisoversosmsrsovises

C. Penerimaan yang telah dicatat oleh, Bank
Belum dicatat oleh buku

1. STS No.. RPisuussssvsusessns
2. Nota Kredit No. RPiswievsisnwnvanns
3. Bukti lain yang sah RDicsvussvanssmnnass
4. Dst... Rpeciviiiiinene,
D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,
Belum dicatat oleh buku
1. SP2D No.. R csasvivecvisonsin
2. Bukti lain yang sah RDissessaasismenaws
3. Bukti lain yang sah RDismsnsansamsmss
4. Dst... | o

Purworejo, tanggal......
Bendahara Umum Daerah

(Tanda tangan)

(Nama jelas)

197
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LAPORAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Format 2

NO

URAIAN

PAGU (Rp)

REALISASI S/D BULAN

INI

Rp

Y%
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Format 3

LAPORAN PENDAPATAN
TARGET S/D REALISASI S/D
NO URAIAN P(%C}‘;;J BULAN INI BULAN IN:%)
(Rp) (%0) (Rp)
Purworejo.........cccevvvneennnns
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LAMPIRAN XXX

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :  TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPA DENGAN 31 DESEMBER 20XI dan 20X0

(Dalam Rupiah)
ANGGARAN | REALISASI REALISA

NO URAIAN 20X1 20XI (%) SI 20X0

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX
5 Lain-lain PAD yang Sah XXX XXX XXX XXX
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX XXX
4

8 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX
9

10 | BELANJA

11 BELANJA OPERASI

12 Belanja Pegawai XXX XXX XXX XXX
13 Belanja barang xXX XXX XXX XXX
14 Jumlah Belanja Operasi XXX XXX XXX XXX
15

16 BELANJA MODAL

17 Belanja Tanah XXX XXX XXX XXX
18 Belanja Peralatan dan Mesin xXX XXX XXX XXX
19 Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX
20 Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX XXX
21 Belanja Aset Tetap Lainnya xXX XXX XXX XXX
22 Belanja Aset Lainnya XXX XXX XXX XXX
23 Jumlah Belanja Operasi XXX XXX XXX XXX
24

25 JUMLAH BELANJA XXX XXX XXX XXX
26

27 SURPLUS/DEFISIT XXX XXX XXX XXX

PUTWOTCIO], = iresomvnms o aases s s7msssssss
KEPALA SKPD
[ rosamstnearat AR RSP ARR 38 )
] | 2

{’BUPATI PURWOREJO,

R
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IV - EAREEWSAY & E W

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SKPD......... osee
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPA DENGAN 31 DESEMBER 20XI dan 20X0

(Dalam Rupiah) _
ANGGARAN | REALISASI REALISA

o URATAN 20X1 20XT %) | sr20%o0
1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX
5 Lain-lain PAD yang Sah XXX XXX XXX XXX
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX XXX
7

8 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX
9

10 | BELANJA

11 BELANJA OPERASI

12 Belanja Pegawai XXX XXX XXX XXX
13 Belanja barang xXX XXX XXX XXX
14 Jumlah Belanja Operasi XXX XXX XXX XXX
15

16 BELANJA MODAL

17 Belanja Tanah XXX XXX XXX XXX
18 Belanja Peralatan dan Mesin xXX XXX XXX XXX
19 Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX
20 Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX XXX
21 Belanja Aset Tetap Lainnya xXX XXX XXX XXX
22 Belanja Aset Lainnya XXX XXX XXX XXX
23 Jumlah Belanja Operasi XXX XXX XXX XXX
24

25 JUMLAH BELANJA XXX XXX XXX XXX
26

27 SURPLUS/DEFISIT XXX XXX XXX XXX

PUIWOTEJO, «.ccuvvrernrnnrnnianracsaeneanannee
KEPALA SKPD
(c-veessenasesssaneecensannsnnsrnonsansssonces )
NIB:ovsssssmusisnasss
{’BUPATI PURWOREJO,
. 4MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2014

KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI dan 20X0

Dalam Rupiah)
ANGGARAN REALISASI REALISASI
¥o URAIAN 20X1 20X1 (%) 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL

1 | PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX
5 Lain-lain PAD yang Sah XXX XXX XXX XXX
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX XXX
7 JUMLAH PENDAPATAN

8 BEBAN

9 BEBAN OPERASI

10 Beban Pegawai XXX XXX XXX XXX
11 Beban Barang Jasa XXX XXX XXX XXX
12 Beban Bunga XXX XXX XXX XXX
13 Beban Subsidi XXX XXX XXX XXX
14 Beban Hibah XXX XXX XXX XXX
15 Beban Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX
16 Beban Penyusutan XXX XXX XXX XXX
17 Beban Lain-Lain XXX XXX XXX XXX
18 Jumlah Beban Operasi XXX XXX XXX XXX
19

20 JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX
21

22 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX XXX

PUIWOTEJO; <ccusivviasssisimiinsonvivonsivess
KEPALA SKPD
.............................................. )
NIP.ccoessmusmmpassnonses

{BUPATI PURWOREJO,
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PETUNJUK PELAKSANAAN ANGUGARAIN ™~
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI dan 20X0

Dalam Rupiah)
ANGGARAN REALISASI REALISASI
%0 VRAILY 20X1 20XT %) 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL

1 | PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX
S5 Lain-lain PAD yang Sah XXX XXX XXX XXX
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX XXX
T JUMLAH PENDAPATAN

8 | BEBAN

9 BEBAN OPERASI

10 Beban Pegawai XXX XXX XXX XXX
11 Beban Barang Jasa XXX XXX XXX XXX
12 Beban Bunga XXX XXX XXX XXX
13 Beban Subsidi XXX XXX XXX XXX
14 Beban Hibah XXX XXX XXX XXX
15 Beban Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX
16 Beban Penyusutan XXX XXX XXX XXX
17 Beban Lain-Lain XXX XXX XXX XXX
18 Jumlah Beban Operasi XXX XXX XXX XXX
19

20 JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX
21

22 SURPLUS /DEFISIT-LO XXX XXX XXX XXX

Purworejo, ............. PR R R es
KEPALA SKPD

{BUPATI PURWOREJO,

¢{(MAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XXXII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
( Dalam Rupiah)

NO URAIAN 20x1 20X0

1 | ASET

2 ASET LANCAR

3 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
4 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX

5 Piutang Pajak Daerah XXX XXX

6 Piutang Retribusi Daerah XXX XXX

7 Penyisihan Piutang XXX XXX

8 Belanja di Bayar di muka XXX XXX
9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anggaran XXX XXX
10 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian XXX XXX
11 Piutang Lainnya XXX XXX
12 Persediaan XXX XXX
13 Jumlah Aset Lancar XXX XXX
14

15 ASET TETAP

16 Tanah XXX XXX
17 Peralatan dan Mesin XXX XXX
18 Gedung dan Bangunan XXX XXX
19 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
20 Aset Tetap Lainnya XXX XXX
21 Konstruksi Dalam Pekerjaan XXX XXX
22 Akumulasi Penyusutan XXX XXX
23 Jumlah Aset Tetap XXX XXX
24
25

26 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
27 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga XXX XXX
28 Aset Tak Berwujud XXX XXX
29 Aset Lain-lain XXX XXX
30 Jumlah Aset Lainnya XXX XXX
31 JUMLAH ASET XXX XXX
34
35 | KEWAJIBAN
36 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
37 Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) XXX XXX
38 Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX
39 Utang Belanja XXX XXX
40 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
41 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX
42 Jumlah kewajiban XXX XXX
43 | EKUITAS
46
47 EKUITAS
48 Ekuitas XXX XXX
49 RK RKPPKD XXX XXX
50 XXX
51
52 XXX

[BUPART PURWOREJO,

AMAHSUN ZAIN



FORMAT NERACA

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SKPD

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

( Dalam Rupiah)
NO URAIAN 20XI | 20X0
1 | ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
4 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
5 Piutang Pajak Daerah XXX XXX
6 Piutang Retribusi Daerah XXX XXX
b 4 Penyisihan Piutang XXX XXX
8 Belanja di Bayar di muka XXX XXX
9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anggaran XXX XXX
10 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian XXX XXX
11 Piutang Lainnya XXX XXX
12 Persediaan XXX XXX
13 Jumlah Aset Lancar XXX XXX
14
15 ASET TETAP
16 Tanah XXX XXX
17 Peralatan dan Mesin XXX XXX
18 Gedung dan Bangunan XXX XXX
19 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
20 Aset Tetap Lainnya XXX XXX
21 Konstruksi Dalam Pekerjaan XXX XXX
22 Akumulasi Penyusutan XXX XXX
23 Jumlah Aset Tetap XXX XXX
24
25
26 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
27 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga XXX XXX
28 Aset Tak Berwujud XXX XXX
29 Aset Lain-lain XXX XXX
30 Jumlah Aset Lainnya XXX XXX
31 JUMLAH ASET XXX XXX
34
35 | KEWAJIBAN
36 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
37 Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) XXX XXX
38 Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX
39 Utang Belanja XXX | Xxx
40 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX | XXX
41 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX
42 Jumlah kewajiban XXX XXX
43 | EKUITAS
46
47 EKUITAS
48 XXX
49 XXX
50 XXX
51
52 XXX
[BUPAT PURWOREJO,
AMAHSUN ZAIN
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LAMPIRAN XXXIII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJU PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SKPD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

BUPATI PURWOREJO,

o>

4 MAHSUN ZAIN

NO URAIAN 20X1 | 20X0
1 | EKUITAS AWAL XXX XXX
2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
6 LAIN-LAIN XXX XXX
7 | EKUITAS AKHIR XXX XXX

Purworejo, .......ccoceuieeiiiiininininennnnn.
KEPALA SKPD
(ionvssmansamensobiomss doussme sums sEoRFIes AN )
NI, cocossenssensssnonss




= memw xxmawen - m———

PETUNJU PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SKPD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 | 20X0
1 | EKUITAS AWAL XXX XXX
2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
6 LAIN-LAIN XXX XXX
7 | EKUITAS AKHIR XXX XXX

PUTWOTe|0;; iiisiminmsaiieissisaniisi
KEPALA SKPD
(e suisnitisosicnisnisietont s crenacte abin )
NIP...ooiiiiiiineininnne

BUPATI PURWOREJO,

4 MAHSUN ZAIN
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A ASEIRE WUEMAEY ASUSE ZRAE B WAL VY Lrawmerae

NOMOR :  TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 | Ihktisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab III | Penjelasan pos-pos keuangan SKPD
3.1 | Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan Pemda
3.1.1 | Pendapatan
3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset
3.1.5 | Kewajiban
3.1.6 | Ekuitas
3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan berbasis kas, untuk entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda
Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda
BabV | Penutupan
PUTWOTEJO, :cvsicsassoiissisisissasasinsooes
KEPALA SKPD
Covmnsmnasanammnanns )
NIP:: cissassinsivsinisn
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LAMPIRAN XXXV

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :  TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD ............ccccccoiiiiiinnne. Kabupaten Purworejo
yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana terlampir adalah
tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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LAMPIRAN XXXVI

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN.
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUFCATEN KOTA
PEXO

LAPORAN REALISAS]
UNTUK TAHUN YANG

PENDAPATAN DAN
S

(Oatam
z Angoaran | Restinesi o i
—lm - - i
T
2z PEMDAP AT AN ABLI DAERAH
EY Pajak Daerah 0o o v0c oo
- Hasit Dasrah yang Dipisahkan o o 00c oo
s Lain-tain PAD yang Seh 00 oo _ a0 oo |
o Jumiah Pendapatan Acl Daecat n iy o T m—
7
a8 PENMOAPATAN TRANSFER
° TRANSFER P AR PUSAT - DANA IPERIMEANGAN
10 Cana Bagi Hasil Pajak ol w0t x00¢ 00¢
11 Dane Bag Hawil Sumbec Daye Alam oox oo 2000 000
1z Dans Alokas i Umum oo o o o=
13 Dana Alokas i Khusus oo o0t _ xx o0
14 Sremian Dane Err3 —— £rr3 o
b
1e TRANSFER PEMERINTAN PUSAT - LAINNYA
17 Cana Otonomi Khusus 000 0¢ 0c 00
18 Oana uaian 000 oo oo oo |
e Jumian Pendapatan Transter Luaiooya FT3 TV T3 T —
20
21
22 Pandapatan Bagi M. moc woc o 300
23 Pandapatan Bag o oo xo0c oo
24 - Ve ‘ [ oo e Ty ELTw—
25 —T Ty o CEEY
20
27 LADILADE PEMOAP ATAN YANG SAN
28 Pandapatan Hi oo o el oo
20 Pendapatan Lainnya 2oou 0 =y 2000
30 Surmiah Lain-las Pendspetan yang Sats —3 ey o T —
31 SUMILAH PEMOAPR ATAN o ErT) o 3
a2
3D | ELANIA
BELANIA OFERASL
as Belanja o 0x e 000
36 Belanja Subsidi onc o0c 00c oo
7 Beianja oo et 0 o0
Belanja Bantuan Sosial somc o s00c .
30 Jumiah Belanjs Operas! o Frvy ot Ty
0
41 BELANIA TAK TERIUOA
“2 Balanja Tok Terduga 00¢ 290 22 290
a3 Jumiah Getania Tak Terdugs - £ £ o
] SURILA BELANIA — mxn =3 -
-
40 LTRAMMICE
-7 BAc AT AN
«a Tranafer Bagi Hask Fajak oo ol 00 oo
a0 Bagi Hasi v | s e — —ﬂ
50 Jumiah Tranater Bag Has i Pendepatan FTi Ty ey Fry
ES
a2 TRANSFER BANTUAN KELAMOAN
=3 ke Daarah Lannys s o 00 oox
sa Transfer ke Dwea oo a0 oo w000
as Transfer angan Lainnya oo s 00c
se Jumiah Traos fer W ism ngan o . e -
37 ranater i3 T o Ty
sa
2 JLUMLAH BELANS A DAN TRANS FES oo Frey = TS
BURPLUSMER®IT — T3 3 Cr—
PEPMESIMAAN P EMEAYAAN
Panggunaan SiLPA oo o o0 ook
iran Dana Cadangen oo e 00 000
Dae: joso) o0 200¢ wox
- Pemerntah Pusast oo e oo oo
m an Dalam Negeri - Pamerntah Daerah Lainrye oo oo 00c 2000
j@man Datam Neger - Lembaga Keuangan oo oo oo o0
am an Datam Neger - Lembaga Keuangan Bukan Bank oo o max 000
j@man Datam Neger - i a0c e 0c 00e
jaman Oatam Negeri - Lainma 0c o0e o0 000
hepada oo o 00c o0
Pinj. kepada Danrah oo oox oo 00
kepada Daecah tai oo o0 00c oo
77 Penerimaan Kemball Piutang o0 ok 00 a0
78 Dana Bargulir e 00 200¢ jees
70 Jumish Penerimaan Pembiaysan T3 T o n
8o
a1 PENOELUARAN PEMEAYAAN
az Cana onc o e o0x
a3 Modgar Cauran oo ax 00c a0x
a4 Pembayaran Pokok Pinjaman Datam Negeri - Pemanintah Pus at oo o o0 300
8s Pinj 000 on o oo
ae 000 oo o0 ox
a7 o 0 o oo
as oo oo 00c o0
80 oo oo 2000 2000
©0 000 0 0c 000
o1 oo o0t 00 oo
P oo oo ooc
o3 1 T o e
o o o Py e
o3
[-2] e Peey Py o
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LAMPIRAN XXXVII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0
1. | Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX
2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun (XXX) (XXX)

Berjalan
3 Subtotal (1+2) XXX XXX
4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) XXX XXX
5 Subtotal (3+4) XXX XXX
6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX
7 | Lain-lain XXX XXX
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) XXX XXX
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LAMPIRAN XXXVIII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAM KASUPATENW KOTA .........
PRKD

OMAL
UNTUK TAHUN YANG SamPeA 31 20%1 dan 2000

CONOUILN S

|

reAsAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajon Daerah

Danmd yang

Haer
Laindiain PAD yang San
Jumieh Pendepatan Asli Dacreh

Jumian Pendepatan Transfer Laimnya

Pendepaten Bagi Hesi Pajak
Pendepaion Bagl Hasi Lannya
Jurntan’

BEBAN TRANS FER
Beban Traneter Sagl Has i Pojek
Beban Treneter Bugi Hasd Pendapelan Leinnye
Beban Treneler Banuen Keuangen ke Pemerinish Desrah Lainoye
Bevan Tranaier Banmuen Keuengan ke Osse
Bevan Transter Keuangan Laknnys
Jurniah Bobon Treneter
IJUMLAN BEBAN

SURPLUSADERSIT DASY OPERAS!

BURPLLIS HOM OPERASIONAL
Surpius Penjuaian Aset Non lancer oo
Surpius Ponyolcsaian Kowsiben Jenoke Panieng 00
Surpius cen Kegiatan Nan Openasione: Lannys o0

Jurniah Surptus Mon Oporesionel T

DEFISIT NON OF FRASICNAL.
Defiait Peryuaian Asst Non lencar 200
Dofiait Panyoionmien Kewajiban Jangks Panjeng o0e
Non Lainaye 90c
Juaniah Defiait Non Operae iomel e
JUMLAN SURPLUSA oAR T
BURPLUSAOEFSIT SEBELIM POS LLMR BIASA Ty

PENDAPATAN LUAR BIASA
Pena Luer Biosa 00x
Jurniah Pondepatan Luar Blese Ty

AN LUAR ENASA
Beven Lusr Biass
Surntan Boban Luer Dises xxx
POS LUAR FRASA xxx

SURPL LS 40O mmx
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LAMPIRAN XXXIX

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :  TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSUIKABUPATENKOTA
PPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
Noj URAIAN 20X1 | 20X0
1 |EKUITAS AWAL XXX | XXX
2 |SURPLUS/DEFISITLO XXX | XXX
3 |DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKANKESALAHAN MENDASAR
4 KOREKSINLAIPERSEDIAAN XX | XXX
b SELISH REVALUASIASET TETAP XXX | XXX
6 LANLAN XXX | XXX
7 |EKUITAS AKHR XXX | XXX
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LAMPIRAN XL

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :  TAHUN 2014 ;
TENTANG »
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN.
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. -
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT NERACA
PEMERNTAH PROVINSVKABUPATEM /KOTA
PPKD

PER 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20X0

o
1

Buplary
No. Urariany 20x1 20x0
1 (asET
2 ASET LANCAR
a Kas oi Kas Daeran oK 00
a rvestas! Jangka Pardek 00x 00
5 Pearyisinan Plutang 000 2o
s Bagian Lancar Negara 000 xo0¢
: 4 Bagian Lancar Daerah 200X 00
a3 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemenrntah Pusat 000 O
e Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemernrtah Daeran Lainmya 000 200
10 Bagian Lancar Tagihan Pecnjualan Angswuran oK 200
" Bagian lancar Tuntutan Gantl Rugi oo 000
12 Plhatang Lainnya o0 200
13 RK SKPD . 208X o
14 Jumiah Aset Lancar xxX X
15
16 INVESTAS| JANGKA PANJIANG
17 nvestasi Monpermans o
18 Pinaman Jangka Pangang 200x oo
19 rwestast dalam Surat Utang Negara 00 2000
20 rvestas! daam Proyek Pembanguran 20X Yoo
21 wwestast Nonpermanen Lalrrwa 200 oo
22 Jumiah investas) Noopennanen s XXX
23 Investas| Permaenen
24 o Moaal Danrah 2000 000
25 vestasi Permanen Lainnya 000 >o0c
26 JSumiah Investasi Permanen R R
27 Jumiah Investasi Jangke Panjang =3 XA
28
29 DANA CADANGANMN
30 Dana Cadangan 00t 00
31 Jumian Dana C adengen X s
a2 |
33 ASET LAMNNYA
34 Tagihan Jangka Panang 2000 oo
3s Kemitraan dengan Pinak Ketiga 00 oox
36 Anat Ticdak Berwulsd 00 200
37 Anet Lawrnr-iaim 200 J00x
38 Jumileh Aset Lainnya XK XXX
39
a0 SJUMLAM ASET JXXK XX
a1
42 | KEWAJIBAN
a3
a4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
45 Utang Permiungan Pihak Ketiga (PFIK) 2008 00
48 Utang Bunga 200K 200K
a7 Bagian Lancar Utang Jangka Paniang 20K 00
a8 Pendapatan Dimernma Dimuka ok 000
a9 Utang Janoka Pendek Lainmya 3000 200¢
50 Jumiah Kowajiban Jangka Pendek KX o
51
52 KEWAISRAN JANGKA PANJANG
53 Utang Dakam Negeri - Sektor Parbankan 000 oo
54 Utang Dalam Negert — 2000 2000
55 Premium (Diskonto) Obligast 200 2000
56 ang Jangka Pargang Lainnya 200¢ 200K
57 Jumiah Kowajiban Jangka Parjang L R
58
59 SJUMLAH KEWAJISAN X Erey
ea
61 |[EKUITAS
62
63 EXKUTAS
64 Ekutas 2000 200K
65 Jumiah Ekuktas 00 o
66
Joxx

JUMLAH KEWARBAN DAN EKUITAS DANA

PUIWOLRJ0; «:cavssausivismvssns
Kepala SKPD
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1 |Ar - dari Alktivitan

2 |Arus Masek Kas

EY Panenmasn Pajak Dasosh 200¢ 200¢

- 200¢ >00<

s “ yang an 200¢ 300¢

e Panenmaan Lain-ten P - 200 200¢

7 Penenmesn Dane Baegi Hanil P ajak 200 200¢

- Penedmasn Dane Bag: Hasil Sumber Daye Alam >00¢ >00¢

® Poaanmasn Dana Alokasi Lim 200< 200
10 . 200< >00¢

11 Dans Khusus 200< >00¢

12 Oana ¥ 200 >00¢

13 Panenmesn Pendapatan Sagl Has i Fajak 20 200

+ Penenmesn Bapi Hasil Lainnye 200 200¢
5 200 200¢

16 200 >00¢

17 2001 >00¢

18 |29 _ﬁ_
1o FEII - —
20

21 200¢ 200¢
22 300¢ 200
23 200¢ 200¢
E >00< 00
25 200 200¢
20 200¢ 200¢
27 200 200c
2a 200 200<
20 200 00
30 Lainny s 00c 200

31 | oo | ooc |
a2 XXX
a3 e ﬁ:

34 [Arus Kan dari Aktivitas Investas)
35 [Arus Manuk Kan
30 Oane 200¢ 200¢
37 as Tanah 200¢ 200¢
aa stan Peralatan dean Mesin >00¢ 200<
30 mMan Gedung dan Bangunan 200 200¢
“0 wtan Jmlmn. iigesi dan Jarngen 200¢ 200¢
41 Aset Tetap 200¢ >00<
2 Asnet Lainmy s 200¢ 200¢
43 Hanit Penjualan Kekayaan Dasrsh yang Oipisahkan 200¢ 200¢
s Non 200¢
45 Jumiah Arus Masuk Kas -3-33
40 |Arus Keluar Kas
-7 Pambentuken Dans Cadangan 200¢ 200¢
“a P ercimha 00 >00<
0 Perciehan Paermiatan den Mesin 200¢ 200<
50 >00< >00¢
81 Parctmhan Jaan, Foas! den Jacdngan 200¢ 200¢
az Parcishan Aset Teteo Lainny. 200< 200<
83 Parciehan Aset Lainny.a 300< 00
o4 Oaeran 200 >00¢
5o ~Non 300 200¢
Bo 2 F3-%3
o7 5333 F-333
sa
P
o0 300¢ 200¢
o1 200 >00¢
o2 200¢ 200
oa 200 >00<
o4 >00¢ 200c
o 200 200
vo Pinjaman Negara 200¢ 00
o7 00 200<
va Lainnya 200x | 200c |
o0 Jumiah Arus Masuk Kas F-3-53 F--33
70 |Arus Keluar Kan
71 v Pokok Dalam Neger - Pamarintah Pusat 200¢ >00<
72 P okok Dalam Negern - Permerinotah Deerah Lainny e 200¢ 200
73 Pokok Dalam Neger - Lembags Keusngmn Bank >00¢ 200¢

-+ Pokok Dot i - Lembegs Keuangen Bukan Bank 200< 00

75 Pokok Dalam Neged - Obligani 200¢ >00¢
70 Pokok Pi Ostlam Negen - Lainnya 2000 200¢
77 - 200¢ »00¢
7a - Dancats >00¢ >00<
70 Dserah Lainoya 200¢
80 Jumiah Aree Keluss Kew :::3’%: -
a1 Arus iKan i 353 e3¢
82 [Arus e dart Aktiviias Tranairie
83 |Arus ek 1<
s Penermaan Perhitungan Fihak Ketiges 200¢ 200c
as Sumiah Arus Masuk as - S
80 |Arus Keiuar Kas
a7z Pengeiuaran Pamtungan Fihak Ketigs (PFK) 200 200¢
va Sumian Arus Keluar fan [k | s |
oo Arus Kas 26363 373
o0 [ T x|
o1 - [ ]
a2 x> 1 xxx J
Py F-3.33 333
o4 p3% 3 >33

LAMPIRAN XLI

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :  TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
LAPORAN ARUS
Untuk Tahun Yang Barakhir

frril o

NIP
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LAMPIRAN XLII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah

2.1 [ Ihktisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah

2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan

Bab III | Penjelasan pos-pos keuangan Pemerintah Daerah

3.1 | Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset

3.1.5 | Kewajiban

3.1.6 | Ekuitas

3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan berbasis kas, untuk entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda

Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda

Bab V Penutupan

{buplu'n PURWOREJO,
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Laporan Penggunaan Keuangan oleh Kelompok Masyarakat kepada PPK

Laporan Kemajuan Realisasi Fisik dan Keuangan oleh PPK kepada PA/KPA

. Dokumentasi Pekerjaan

b. Surat Permohonan Pembayaran
c. BA. Pembayaran

d. Surat Permohonan Pemeriksaan
e. BA Pemeriksaan

f. SPP/SPM

Pencairan 100% :

a. Progres fisik 60% Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan.
. Laporan Penggunaan Keuangan oleh Kelompok Masyarakat kepada PPK

Laporan Kemajuan Realisasi Fisik dan Keuangan oleh PPK kepada PA/KPA
Dokumentasi Pekerjaan

b. SPP/SPM

c. Surat Permohonan Pembayaran

d. BA. Pembayaran

e. Surat Permohonan Pemeriksaan

f. BA Pemeriksaan

g. NPHD

h. BA Serah Terima

Berita acara fisik 100%

SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditanda tangani oleh PA
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